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PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak
terhindarkan . Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejan Bahasa Indonesia kata
asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman
transliterasi khusus yang berlaku di internasional. Berikut ini disajikan tabel

pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab Indonesia Arab Indonesia
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Hamzah (+) yang terletak pada awal kata, maka mengikuti vokal tanpa
diberi tanda apapun. Jika hamzah (¢) terletak di tengah atau akhir, maka
ditulis dengan tanda tanda (*).

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Fathah A A
! Kasrah I I
I Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
Z;;I Fathah dan ya A A
jﬁ Fathah danwa | | I
Contoh :
CaS kaifa
be - haula
B. Maddah



Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda

gl Fathah dan alif atau ya 5 A dan garis di

atas
Kasrah dan ya I | dan garis di

y atas

: Dammah dan wau i U dan garis di

’ atas

Contoh kata menggunakan maddah atau vokal panjang:

il

C. Ta’Marbutah (3)

. mata
T rama
2 qila

: yamilu

Transliterasi untuk ra’marbarah ada dua, yaitu ta’marbirah yang

hidup atau mendapat harakat fatkah, kasrah, dan dammabh, trasnliterasinya

adalah [t]. Sedangkan ta ‘'marbirah yang mati atau mendapat harakat sukun,

transliterasinya adalh [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan za’'marbirah diikuti oleh kata

yang meggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta’marbitah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

JUb¥1i23; : raudah al-atfal

iliadlt Z5.M : al-madmah al-f adilah

L&+ cal- pikmah




D. Syaddah (tasydid)
Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (%) , dalam trasnliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

\&) - rabbana

d

£ . najjaina

3 - al-haqq
&> - al-hajj
(.-;-}* S nu’’ima

A
94 ‘aduwwu

Jika huruf < ber- tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh

huruf berharakat (), maka ia ditransliterasikan seperti huruf (7). Contoh:

g:b . “Al7 (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
C}f . ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby )

E. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan
huruf J) (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman penulisan transliterasi ini, kata
sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf
syamsiah maupun huruf gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

maidl :al-syamsu (bukan asy-syamsu)

#5391 :al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
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P

iddl  : al-falsafah
S - al-biladu
F. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya
berlaku untuk hamzah yang terletak di tengan dan akhir kata. Namun,
bila hamzah terletak di awal Kkata, ia tidak dilambangkan, karena dalam

tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :

55}3\3 I ta’ murina
gl s al-nau’
2;53 . syai'un
5}9% > umirtu

G. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,
istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia.
Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari
pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam
tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di
atas. Misalnya Al-Qur’an (dari al-gqur’an), sunnah, hadis, khusus dan
umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh :

Fi zilal al-Qur’an

Al-Sunnah gabl al-tadwin

Al-ibarat Fr Umam al-Lafz la bi khusizs al-sabab

Xii



H. Lafz Al-Jalalah (<v)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal),
ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh :

A G - dmullah

Adapun ta 'marbarah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz
al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

WA 5 o3 2 - hum fi rahmatillah

I.  Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All
Caps), dalam trasnliterasinya huruf-hururf tersebut dikenai ketentuan
tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa
Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf
pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap hururf awal
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada
awal kalimat, maka huruf A dar kata sandang tersebut menggunakan
huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal
dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, DR).
Contoh :

Wa ma Mukammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan
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Syahru Ramadan al-lazr unzila fi al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tas

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Mungiz min al-Dalal
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ABSTRAK

Hana Sri Nurfidiyanti, 19210028, 2023. Pembayaran Kati Ramu Sebagai
Konsekuensi Perceraian Perspektif ‘Urf (Studi Pada Masyarakat
Muslim Dayak Ngaju Di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah,
Kabupaten Gunung Mas). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga
Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang.

Dosen Pembimbing: Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI

Kata kunci: Perjanjian perkawinan, Pembayaran Kati Ramu, Al-‘Urf

Istilah dari perjanjian perkawinan dapat ditemui pada Undang-Undang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain ada dalam hukum positif
Indonesia, tentang perjanjian perkawinan juga tumbuh dalam masyarakat beradat
seperti, pada Suku Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah,
Kabupaten Gunung Mas. Pada perceraian suku Dayak Ngaju diketahui terdapat
sanksi denda cerai adat dengan pembayaran kati ramu. Maka dari itu penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui mekanisme dari pembayaran kati ramu serta
kedudukannya pada perspektif ‘urf dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana
mekanisme pembayaran kati ramu sebagai konsekuensi perceraian dalam
masyarakat muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah,
Kabupaten Gunung Mas; 2) Bagaimana kedudukan syarat pembayaran kati ramu
dalam perspektif ‘urf.

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris
dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Untuk data yang digunakan guna
melengkapi penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Selanjutnya untuk
metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan pengkajian
dokumen. Setelah data-data penelitian diperoleh, data tersebut akan melalui proses
edit, klasifikasi dan verifikasi. Hasil data tersebut selanjutnya akan dianalisis
menggunakan perspektif ‘urfdan terakhir akan diberikan kesimpulan.

Hasil penelitian dari penulisan ini pembayaran kati ramu merupakan
penerapan dari pelanggaran isi perjajian perkawinan yang harus dipenuhi. Apabila
pihak yang bersalah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kati ramu,
maka perkara tersebut akan dilanjutkan ke dalam hukum positif di Indonesia
sebagai bentuk pelanggaran dari suatu perikatan. Sedangkan ditinjau berdasarkan
‘urf pembayaran kati ramu dalam segi hukumnya dapat dikategorikan pada ‘urf
sahth ataupun ‘urf fasid dilihat dari aspek manfaat dan tujuan adanya perjanjian
perkawinan tersebut, kemudian apabila dilihat dari segi sifatnya, maka
pembayaran kati ramu ini dikategorikan dalam ‘urf ‘amali. Dan apabila dilihat
dari ruang lingkupnya, maka pembayaran kati ramu dikategorikan dalam ‘urf
khas.
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ABSTRACT

Hana Sri Nurfidiyanti, 19210028, 2023. Payment of Kati Ramu as a Cosequence
of Divorce from an ‘Urf Perspective (Study of the Dayak Ngaju
Muslim Community in Tewah Village, Tewah District, Gunung Mas
Regency). Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia,
State Islamic Univesity of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor : Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI

Keyword: Marriage Agreement, Payment of Kati Ramu, Al-‘Urf

The term of the marriage agreement can be found in the Marriage Law and
Compilation of Islamic Law. Apart from existing in Indonesian positive law,
marriage agreements also grow in civilized society, such as the Dayak Ngaju
people in the Tewah Village, Tewah District, Gunung Mas Regency. In the
divorce of the Dayak Ngaju tribe, it is known that there are fines for customary
divorce with the payment of kati ramu. Therefore this study aims to determine the
mechanism of payment for kati ramu and its position in the perspective of 'urf
with the formulation of the problem: 1) What is the mechanism for paying Kkati
ramu as a consequence of divorce in the Dayak Ngaju Muslim community in
Tewah Village, Tewah District, Gunung Mas Regency; 2) What is the position of
the kati ramu payment terms in the perspective of ‘urf.

Writing this research uses a type of juridical-empirical research with a
descriptive-qualitative approach. The data used to complete this research are
primary data and secondary data. Furthermore, the data collection methods used
were interviews and document review. After the research data is obtained, the data
will go through the process of editing, classification and verification. The results
of the data will then be analyzed using an 'urf perspective and finally a conclusion
will be given.

The research results of this writing, the payment of kati ramu is an
application of the violation of the contents of the marriage agreement that must be
fulfilled. If the guilty party cannot fulfill the obligation to pay kati ramu, then the
case will proceed to positive law in Indonesia as a form of violation of an
agreement. Whereas in terms of 'urf payment of kati ramu in terms of law it can
be categorized as 'urf sahih or 'urf fasid seen from the aspect of the benefits and
purpose of the marriage agreement, then when viewed in terms of its nature, the
payment of kati ramu is categorized in 'urf ‘amali. And when viewed from its
scope, the payment of kati ramu is categorized in ‘urf ‘khas.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah perjanjian perkawinan pada pasal 29 ayat (1) UU
Perkawinan disebutkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu
perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan
dilangsungkan atas persetujuan kedua pihak yang kemudian akan disahkan
oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.! Perjanjian perkawinan tersebut tidak
dapat dirubah, kecuali atas persetujuan kedua pihak dan tidak merugikan
pihak lain.?

Dalam praktik perkawinan di Indonesia, dikenal juga dengan
adanya sighat taklik talak. Pada pasal 1 poin e Kompilasi Hukum Islam,
sighat taklik talak merupakan perjanjian secara tertulis yang
ditandatangani dan dibaca oleh suami setelah prosesi akad nikah didepan
penghulu dan hadirin pada prosesi tersebut.®> Dan selanjutnya terkait
perjanjian perkawinan tersebut diatur pada BAB VII Kompilasi Hukum
Islam.*

Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan
perjanjian perkawinan juga diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam, yaitu tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan

kesusilaan. Bilamana di dalam perjanjian tersebut memuat hal-hal yang

!pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
“Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
*pasal 1 poin (e) Instriksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

*BAB VII Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.



dilarang, maka perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan oleh Pegawai
Pencatat Perkawinan.® Dengan demikian kedua pihak dapat membuat
perjanjian perkawinan yang didalamnya memuat hal-hal seperti,
pengaturan tentang pembagian harta, pemeliharan dan pengasuhan anak,
larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan hal-hal lainnya
yang dirasa penting bagi keduanya.®

Perjanjian perkawinan juga tumbuh dalam kehidupan masyarakat
beradat, salah satunya dilakukan oleh masyarakat adat Dayak. Dalam
masyarakat adat Dayak perjanjian perkawinan ditujukan sebagai dasar hak
penjaminan terhadap suami istri dalam suatu perkawinan, selanjutnya
dikutip dari Thoyib, hasil wawancara bersama Bapak H. Agustiar Sabran
disimpulkan bahwa, menurut pandangan masyarakat Dayak Ngaju
perkawinan seperti mangarangka pambelom yang berarti rencana
kehidupan atau kehidupan rumah tangga. Menurutnya tujuan dilakukannya
perkawinan secara adat adalah untuk mengatur kehidupan agar melakukan
perbuatan yang baik, tidak melakukan hal-hal yang tercela dan mengatur
perilaku beradat sehingga dapat terjaga keseimbangan alam. Dalam hal ini,
jika terjadi penyimpangan pada yang bersangkutan maka la telah

melanggar perjanjian perkawinan adat dan akan dikenakan sanksi adat.”

*Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
¢John Kenedi, Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, (Yogyakarta: Samudra Biru,
2018), 52.

"Thoyib, “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian Pasca
Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya”, (Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya, 2017),
http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1492/ .
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Selain tujuan diatas perjanjian perkawinan Suku Dayak Ngaju juga
bertujuan untuk menjaga hubungan kedua belah pihak seperti dari
prasangka buruk pihak ketiga, hak dan kewajiban keduanya serta status
dan hak-hak anak (bila ada). Dalam surat perjanjian perkawinan memuat
isi pernyataan dari kedua belah pihak, pemenuhan hak kewajiban dan
tanggung jawab masing-masing serta sanksi hukum adat bagi yang
melakukan pelanggaran seperti membayar denda cerai adat. Serta
perjanjian perkawinan ini dikeluarkan oleh Kepala Damang selaku Kepala
Adat setempat. ®

Sanksi hukum adat yang diberlakukan dalam pelanggaran
perjanjian perkawinan adalah pembayaran kati ramu. Kati ramu
merupakan satuan dari denda adat dalam masyarakat Dayak Ngaju.
Pedoman terhadap aturan-aturan denda adat (singer) ditulis dalam bentuk
pasal-pasal yang dikenal dengan “Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan
Praktiknya Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak Ngaju”.9 Di zaman
dahulu masyarakat adat Dayak menetapkan pembayaran denda
menggunakan emas dan gong dengan asumsi benda-benda tersebut adalah

benda adat dan tidak semua orang memilikinya. Kemudian, tidak semua

orang dapat memiliki benda tersebut, maka para damang menyepakati

®Noriani, “Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Dayak Ngaju: Sejarah Dan Akulturasi
Islam Terhadap Budaya Lokal Di Desa Petak Bahandang”, (Undergraduate skripsi, IAIN Palangka
Raya, 2019), http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2188/.

Anonim, “Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktiknya Dalam Kehidupan Masyarakat Adat
Dayak Ngaju”, Dewan Adat Dayak Kabupaten Pulang Pisau, 2016.
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pembayaran denda diubah menjadi uang dengan menggunakan satuan kati
ramu. Dan nilai 1 kati ramu sama dengan Rp. 100.000,-*°

Pembayaran kati ramu merupakan serangkaian adat dari adanya
perkawinan adat suku Dayak Ngaju dan diketahui bahwa kepercayaan
nenek moyang suku Dayak Ngaju adalah kaharingan. Sehingga peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana mekanisme pembayaran
kati ramu sebagai konsekuensi perceraian serta kedudukan dari syarat
pembayaran denda tersebut dalam perspektif ‘urf dengan mengambil studi
yang ada di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung

Mas.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis membuat
rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran kati ramu sebagai konsekuensi
perceraian dalam masyarakat muslim Dayak Nagju di Kelurahan
Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas?

2. Bagaimana kedudukan syarat pembayaran kati ramu dalam perspektif
‘urf?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Oyudi Evin Tumbing, (Malang, 06 September 2022).



1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran kati ramu dalam
masyarakat muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan
Tewah, Kabupaten Gunung Mas.

2. Untuk mengetahui kedudukan syarat pembayaran kati ramu dalam
perspektif ‘urf.

D. Manfaat Penelitian
Selain adanya tujuan, hendaknya penelitian ini juga memiliki
manfaat. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua:
1. Secara Teoritis
a. Untuk menambah wawasan terhadap tradisi perkawinan adat Suku
Dayak Ngaju.

b. Untuk mengetahui peran hukum adat dalam perkawinan adat
masyarakat muslim.

c. Untuk melatih kemampuan dalam memperoleh data-data yang
akurat pada suatu penelitian.

2. Secara Praktis
a. Agar dapat menjadi bahan rujukan masyarakat muslim dalam

melaksanakan perjanjian perkawinan adat suku Dayak Ngaju.
b. Agar dapat menjadi bahan rujukan penelitian lebih lanjut di

kemudian hari.



E. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari penyimpangan terhadap pemahaman

proposal skripsi, maka peneliti menjabarkan tentang maksud dari judul

diatas sebagai berikut:

1. Pembayaran kati ramu

Kati ramu merupakan sebutan satuan massa dalam
masyarakat adat Dayak yang digunakan untuk pembayaran
singer (denda adat).'* Menurut Yudi Evin T. Umbing selaku
Kepala Damang Kecamatan Tewah, kata kati ramu merupakan
kiasan baru untuk pembayaran denda adat dan sebelumnya
digunakan kata jipen untuk satuan massa denda adat tersebut.*?
Konsekuensi perceraian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsekuensi
diartikan sebagai akibat atau dampak dari suatu perbuatan,
dampak tersebut dapat berupa dampk positif ataupun dampak
negatif.”®> Sedangkan perceraian menurut Subekti adalah
peniadaan suatu perkawinan melalui putusan hakim atau
tuntutan yang diberikan salah satu pihak dalam perkawinan

tersebut.** Sehingga, konsekuensi perceraian merupakan

"Nurgraha, “Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan Singer (Denda Adat) Dalam Perceraian
Suku Dayak Ngaju”, 90.

2yudi Evin T Umbing, Wawancara, (Malang, 06 September 2022).

BKamus Besar Bahasa Indonesia.

“Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2013), 20.



akibat-akibat hukum yang akan ditimbulkan karena adanya
pemutusan suatu perkawinan.
3. Perspektif ‘urf
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif
merupakan sudut pandang seseorang dalam memilih sesuatu
kepercayaan dalam suatu hal."® Sedangkan ‘urf adalah suatu
kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat secara terus
menerus.’® . Sehingga perspektif ‘urf diartikan sebagai suatu
pandangan dari kebiasaan yang telah dilakukan oleh
masyarakat secara terus-menerus.
F. Sistematika Penulisan
Agar penelitian ini nantinya dapat mudah dipahami oleh pembaca,
maka peneliti membuat sistematika penulisan. Sehingga peneliti
mengharapkan penelitian ini nantinya menjadi terarah dan saling
berkesinambungan dan memudahkan para pembaca dalam memahami
penulisan penelitian ini. Sistematika penulisan yang digunakan sebagai
berikut:
e BAB | Pendahuluan.
Pada bab ini memaparkan terkait latar belakang dari
penelitian ini yaitu sebab dan alasan peneliti melakukan penelitian
terhadap pembayaran kati ramu sebagai konsekusi perceraian

perspektif ‘urf pada masyarakat muslim Suku Dayak Ngaju yang

Kamus Besar Bahasa Indonesia.
*Moh Bahrudin, 1lmu Ushul Figh, (Bandar Lampung: AURA, 2019), 67.



ada di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung
Mas. Dari latar belakang tersebut maka timbul suatu rumusan
masalah, yaitu bagaimana mekanisme pembayaran kati ramu dalam
masyarakat muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan
Tewah, Kabupaten Gunung Mas dan bagaimana kedudukan syarat
pembayaran kati ramu dalam perspektif ‘urf. Kemudian dilanjutkan
dengan tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui mekanisme
pembayaran kati ramu dalam masyarakat muslim Dayak Ngaju di
Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas dan
untuk mengetahui kedudukan syarat pembayaran kati ramu dalam
perspektif ‘urf.

BAB Il Tinjauan Pustaka.

Pada bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu baik
dalam bentuk skripsi ataupun jurnal pada penelitian terdahulu yang
mempunyai  keterkaitan dengan penelitian saat ini guna
menghindari duplikasi. Selanjutnya pada bab ini juga memuat
tentang kerangka teori yang menjadi landasan dalam pengkajian
dan menganalisis masalah.

BAB Il Metode Penelitian.

Pada bab ini peneliti menjabarkan tentang metode
penelitian yang digunakan vyaitu dengan menggunakan jenis
penelitian  yuridis-empiris, pendekatan dekskriptif-kualitatif,

dilanjutkan dengan informasi lokasi penelitian di Kelurahan



Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Sumber data
yang digunakan dalam penulisan ini terbagi menjadi dua yaitu
sumber data primer dengan melakukan wawancara dan sumber
data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan
pembayaran kati ramu.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Pada bab ini berisikan tentang jawaban dari rumusan
masalah yaitu bagaimana mekanisme pembayaran kati ramu dalam
masyarakat muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan
Tewah, Kabupaten Gunung Mas dan bagaimana kedudukan syarat
pembayaran kati ramu dalam perspektif ‘urf.

BAB V Penutup.

Bab ini adalah bab terakhir pada penulisan penelitian yang
terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut
menjelaskan garis besar dari hasil penelitian atas jawaban dari
rumusan masalah yang telah ditentukan dan saran berisikan
pendapat peneliti saat ini kepada peneliti selanjutnya untuk

melengkapi kekurangan dari penelitian yang dilakukan saat ini.



BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian
sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti menjadikan penelitian terdahulu
sebagai acuan dalam penulisan agar tidak terjadi kesamaan ataupun
kesalahan dalam penelitian. Berikut uraian beberapa penelitian-penelitian
terdahulu:

1. Wahid Noor Rahman dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program
studi Hukum Keluarga dengan judul skripsi “Implikasi Praktik
Pembayaran Denda Cerai Dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Adat
Dayak Ngaju Palangka Raya” pada tahun 2022.'7 Skripsi ini
membahas tentang keterlibatan denda cerai adat Dayak Ngaju dalam
putusan perceraian yang ada di Pengadilan Agama serta kedudukan
antara denda cerai adat dengan nafkah ‘iddah dan nafkah mut’ah. Dan
hasil dari penelitian ini, denda cerai adat memiliki kedudukan yang
berbeda dengan nafkah ‘iddah dan nafkah mut’ah, serta hukum adat
dan hukum Islam tetap berada pada wilayahnya masing-masing yang
mana dalam Pengadilan Agama tidak akan menyinggung perihal adat
dan begitupu sebaliknya.

Persamaan penelitian skripsi ini terletak pada denda cerai adat

Suku Dayak Ngaju, sedangkan perbedaannya terletak pada kedudukan

Y"Wahid Noor Rahman, “Implikasi Praktik Pembayaran Denda Cerai Dalam Sistem Perkawinan
Masyarakat Adat Dayak Ngaju Palangka Raya”, (Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah,
Jakarta, 2022), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59184 .
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yang akan diteliti denda cerai adat Dayak Ngaju. Dalam penelitian saat
ini akan meneliti kedudukan denda cerai adat Dayak Ngaju dalam
perspektif ‘urf.

2. Thoyib dari IAIN Palangka Raya, program studi Magister Hukum
Keluarga dengan judul tesis “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat
Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan
Agama Palangka Raya” pada tahun 2017, Di dalam tesis ini
membahas terkait kedudukan perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju
di Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan perceraian, substansi
perjanjian perkawinan yang harus dijalankan ketika ingin bercerai serta
eksistensi dari perjanjian perkawinan adat tersebut pasca putusan
Pengadilan Agama Palangka Raya.

Persamaan penelitian tesis ini terletak pada eksistensi dari
perjanjian perkawinan adat Suku Dayak Ngaju yang tidak dapat
dipenuhi oleh pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian
perkawinan adat. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian saat ini
akan meneliti kedudukan denda cerai adat Dayak Ngaju dalam
perspektif ‘urf.

3. Satriya Nugraha dari Universitas PGRI Palangka Raya, Fakultas
Hukum dengan judul jurnal “Eksistensi Hukum Adat Melalui

Penerapan Singer (Denda Adat) Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju”

Thoyib, “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian
Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya”, (Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya,
2017), http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1492/ .
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pada tahun 2022. *Jurnal ini membahas tentang eksistensi dari denda
adat (singer) sebagai bentuk kontrol dari masyarakat beradat sehingga
masyarakat adat tidak mudah untuk melanggar aturan adat sehingga
ketertiban di daerah tersebut terus terjaga. Dengan adanya singer juga
dapat memberikan pelajaran dan efek jera kepada pelaku yang
melanggar sehingga pelaku menyadari kesalahannya dan tidak
mengulangi kesalahan tersebut.

Persamaan penelitian ini terletak pada penerapan tentang
hukum adat perceraian di masyarakat adat Dayak Ngaju, sedangkan
perbedaannya adalah penelitian saat ini lebih memfokuskan penerapan
denda cerai adat yang ada pada masyarakat adat yang beragama Islam
serta kedudukan dari pembayaran denda cerai adat tersebut dalam
perspektif ‘urf.

4. Arief Ramadani dari UIN Maulana Malik lbrahim Malang, program
pasca sarjana Al-Akwal Al-Shakhszah dengan judul thesis “Perjanjian
Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Muslim Dalam Perspektif
Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di Kota Palangka Raya)”
pada tahun 2019.%° Di dalam tesis ini membahas terkait pelaksanaan
perjanjian perkawinan adat Dayak yang dilakukan oleh masyarakat

Dayak muslim yang merupakan sebagian dari akulturasi budaya

Satriya Nugraha, “Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan Singer (Denda Adat) Dalam
Perceraian ~ Suku  Dayak  Ngaju”, Jurnal Hukum Agama Hindu, No0.1(2022),
https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/787/475 .

2Arief Ramadani, “Perjanjian Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Muslim Dalam Perspektif
Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di Kota Palangka Raya), (Undergraduate thesis, UIN
Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019), http://etheses.uin-malang.ac.id/13164/ .
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redfield. Sebagian yang dimaksud dalam penelitian ini dibuktikan pada
subsitusi dan dekulturasi. Dalam subsitusi seperti perubahan budaya
yang sebelumnya meminum minuman beralkohol yang diganti dengan
minum minuman yang halal dan dalam dekulturasi, sebagian dari
Dayak muslim menghilangkan budaya lama yang tidak sesuai dengan
syari’at Islam seperti tradisi minum minuman beralkohol.

Persamaan penelitian ini terletak pada penerapan perjanjian
perkawinan pada masyarakat muslim Dayak Ngaju, sedangkan
perbedaannya terletak pada sudut pandang yang akan diteliti. Dalam
penelitian saat ini menggunakan sudut pandang ‘urf.

5. Muhammad Aulia Rahman dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
program magister Al-Aihwal Al-Shakhsiah dengan judul tesis “Denda
Adat Dayak Ngaju Dalam Perjanjian Pranikah Untuk Meminimalisasi
Perceraian Perspektif Maslahah Mursalah Ramadhan Al-Buthi Di
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah”
pada tahun 2022.%' Tesis ini membahas tentang denda adat Dayak
Ngaju dengan perspektif mashlahah mursalah. Dari hasil penelitiannya
berdasarkan pandangan tokoh masyarakat terdapat 4 hal positif dari
adanya perjanjian pranikah pada adat Dayak Ngaju yaitu religious
harmonis, transmisi budaya, emosional magis dan komitmen serta

keseriusan dalam menjalankan perkawinan. Kemudian dari perspektif

“'Muhammad Aulia Rahman, “Denda Adat Dayak Ngaju Dalam Perjanjian Pranikah Untuk
Meminimalisasi Perceraian Perspektif Mashlahah Mursalah Ramadhan Al-Buthi Di Kecamatan
Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah”, (Undergraduate thesis, UIN Maulana
Malik Ibrahim, Malang, 2022), http://etheses.uin-malang.ac.id/43333/ .
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maslahah Syekh Ramadhan Al-Buthi konsep adat yang dilakukan oleh

masyarakat Dayak Ngaju tidak bertentangan dengan syari’at-syari’at

Islam.

Persamaan dari penelitian ini terletak pada pembahasan denda

cerai adat Dayak Ngaju, sedangkan pembeda dengan penelitian

terdahulu terletak pada sudut pandang yang digunakan dalam

penelitian. Dalam penelitian saat ini penulis menggunakan persepektif

urf.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Penulis/Universitas/Tahun/

No Judul Persamaan Perbedaan

1 | Wahid Noor Rahman / UIN | Persamaan  penelitian | Penelitian terdahulu
Syarif Hidayatullah / 2022 / | saudara Wahid Noor | mengambil tentang
Implikasi Praktik | Rahman dengan | keterlibatan denda cerai
Pembayaran Denda Cerai | penelitian saat ini yaitu | adat Dayak Ngaju dalam
Dalam Sistem Perkawinan | pembahasan mengenai | putusan Pengadilan
Masyarakat Adat Dayak | denda cerai adat Dayak | Agama dan
Ngaju Palangka Raya. Ngaju. kedudukannya terhadap

nafkah ~ ‘iddah  dan
nafkah mut’ah.
Sedangkan pada
penelitian saat ini
berfokuskan kepada
kedudukan denda cerai
adat Dayak Ngaju dalam
perspektif ‘urf.

2 | Thoyib / I1AIN Palangka | Persamaan  penelitian | Penelitian terdahulu
Raya/2017 /  Eksistensi | saudara Thoyib dengan | lebih menitik beratkan
Perjanjian Perkawinan Adat | penelitian  saat  ini | peran perjanjian
Dayak Ngaju Dalam | terletak pada eksistensi | perkawinan adat dalam
Mencegah Perceraian Pasca | perjanjian perkawinan | masyarakat beradat serta
Putusan Pengadilan Agama | adat Suku Dayak Ngaju | pemenuhan isi dari surat
Palangka Raya. yang  tidak  dapat | perjanjian  perkawinan

dipenuhi oleh pihak | adat tersebut. Sedangkan
yang tidak | penelitian  saat  ini
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melaksanakan isi | penulis lebih  menitik
perjanjian perkawinan | beratkan pada
adat. pengetahuan masyarakat
beradat yang beragama
Islam pada perjanjian
perkawinan adat serta
kedudukannya  dalam
perspektif ‘urf.
Satriya Nugraha / Universitas | Persamaan  penelitian | Dalam penelitian
PGRI Palangka Raya / 2022 / | saudara Satriya | terdahulu melakukan
Eksistensi  Hukum  Adat | Nugraha dengan | pembahasan penerapan
Melalui Penerapan Singer | penelitian  saat ini | denda adat perceraian
(Denda Adat) Dalam | terletak pada penerapan | Suku  Dayak  Ngaju
Perceraian  Suku  Dayak | tentang hukum adat | secara general,
Ngaju. perceraian di | sedangkan penelitian
masyarakat adat Dayak | saat ini lebih berfokus
Ngaju. pada penerapan denda
cerai adat pada
masyarakat muslim
Dayak Ngaju dan
kedudukan dari dan
kedudukan dari denda
cerai adat tersebut dalam
perspektif ‘urf.
Arief Ramadani/UIN | Persamaan  penelitian | Dalam penelitian
Maulana  Malik  Ibrahim | saudara Arief Ramadani | terdahulu, saudara Arief
Malang/ 2019/ Perjanjian | dengan penelitian saat | Ramadani menggunakan
Perkawinan Pada Masyarakat | ini terletak pada | perspektif akulturasi
Dayak Muslim  Perspektif | penerapan dari | budaya redfield dalam
Akulturasi Budaya Redfield | perjanjian perkawinan | penyelesaian
(Studi  Kasus di Kota | yang dilakukan oleh | penelitiannya, sedangkan
Palangka Raya) masyarakat muslim | dalam penelitian saat ini
Dayak Ngaju penulis  menggunakan
perspektif  ‘urf dalam
menyelesaikan penulisan
penelitian saat ini.
Muhammad Aulia Rahman/ | Persamaan  penelitian | Dalam penelitian
UIN Maulana Malik Ibrahim/ | saudara Muhammad | terdahulu penulis
Malang/ 2022/ Denda Adat | Aulia Rahmad dengan | menggunakan maslahah
Dayak  Ngaju Dalam | penelitian ~ saat  ini | mursalah dalam
Perjanjian Pranikah Untuk | terletak pada | penyelesaian
Meminimalisasi  Perceraian | pembahasan terkait | penelitiannya.
Perspektif Mashlahah | denda cerai adat Dayak | Sedangkan dalam
Mursalah  Ramadhan  Al- | Ngaju. penelitian saat ini
Buthi Di Kecamatan Jekan penulis  menggunakan
Raya, Kota Palangka Raya, perspektif  ‘urf dalam
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Kalimantan Tengah proses penyelesaian
penelitian saat ini.

B. Kerangka Teori
1. Perjanjian Perkawinan
a. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan terbentuk dari dua kata yaitu,
perjanjian dan perkawinan. Dalam arti luas perjanjian adalah
segala bentuk perikatan yang menimbulkan akibat hukum seperti
halnya yang telah dikehendaki oleh para pihak yang
bersangkutan. Sedangkan secara arti sempitnya, perjanjian adalah
ikatan dalam lingkup hukum yang berkaitan dengan harta
kekayaan sebagaimana yang diatur dalam Buku 111 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.??

Sedangkan perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki
dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk dan membina
kehidupan rumah tangga (keluarga) yang telah disahkan oleh
perundang-undangan.?® Sehingga, perjanjian perkawinan adalah

salah satu bentuk perikatan yang mana peristiwa ini dilakukan oleh

?Rahmida Erliyani, Fatma Surah, Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan, (Bantul: K-Media, 2016),
13-14

*Gunadi, “Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Al-Afkar, No.1 (2018), 124,
https://zenodo.org/record/1161570/files/Gunadi%20%28120-148%29.pdf?download=1



https://zenodo.org/record/1161570/files/Gunadi%20%28120-148%29.pdf?download=1
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suami isteri yang saling berjanji untuk melaksanakan isi perjanjian

tersebut agar terbentuk rumah tangga yang abadi.**

Pada umumnya perjanjian perkawinan mengatur hal-hal
seperti pemisahan harta perkawinan, persatuan untung dan rugi
serta persatuan antara hasil dan pendapatan.®
Landasan Yuridis Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan perikatan yang dibuat
untuk mengikat calon suami dan istri atas hal-hal yang diatur di
dalamnya. Dasar hukum dalam perjanjian perkawinan diatur dalam
pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 47 Kompilasi
Hukum Islam.

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam pasal 29 Undang-
Undang Perkawinan sebagai berikut® :

1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua
pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian
tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan,
setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga
sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar

batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

*Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Fagih, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Gama Media,

2017), 87

»Rahmida Erliyani, Fatma Surah, Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan, (Bantul: K-Media, 2016),

24-25.

%pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan.

4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat
dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan
untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Selanjutnya perjanjian perkawinan yang diatur di dalam
pasal 47 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut®’ :

1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua
calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang
disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta
dalam perkawinan.

2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi harta pribadi
dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal
itu tidak bertentangan dengan Islam.

3) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) diatas, boleh juga
isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing
untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta
bersama atau harta syarikat.

Berdasarkan dasar hukum dari perjanjian perkawinan diatas
dapat diketahui bahwa calon suami istri dapat melakukan perjanjian
perkawinan dengan tujuan menjaga ikatan perkawinan keduanya

dan tidak bertentangan dengan agama. Yang dimaksud dengan

?’Pasal 47 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 19991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
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tidak bertentang dengan agama seperti, suami istri yang membuat
perjanjian terhadap pembagian harta bilamana salah satunya
meninggal dunia dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai
anak, maka harta warisan mutlak jatuh pada pasangan yang masih
hidup. Dalam agama Islam hal ini bertentangan dengan ajaran di
dalamnya, karena harta pasangan suami istri yang salah satunya
meninggal dunia dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai
anak, maka dalam pembagiannya selain dibagikan kepada yang
ditinggalkan hidup dibagikan pula kepada orang tua atau saudara
kandung pasangan yang meninggal.?®
Dampak Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan suatu ikatan terhadap
suami dan isteri yang dibuat sebelum atau sewaktu perkawinan dan
akan menimbulkan akibat hukum terhadap keduanya untuk tunduk
pada isi perjanjian perkawinan tersebut. Sehingga, apabila terjadi
penyimpangan terhadap isi perjanjian perkawinan tersebut, maka
pihak yang melakukan penyimpangan harus menjalankan
konsekuensi sebagaimana yang telah disepakati oleh keduanya.
Selanjutnya, berdasarkan pasal 29 ayat (4) bahwa selama

perkawinan masih berlangsung perjanjian perkawinan tersebut

%8)John Kenedi, Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, (Yogyakarta: Samudra Biru,

2018), 49.
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tidak boleh dibatalkan atau dirubah, kecuali adanya kesepekatan
dari kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.?®
2. Pembayaran Kati Ramu
a. Pengertian Pembayaran Kati Ramu

Dalam Suku Dayak dikenal adanya singer atau denda adat
yang dikenakan kepada pelanggar aturan adat. Pada denda adat
tersebut dikenal istilah kati ramu. Pembayaran kati ramu
merupakan satuan denda adat yang ada pada Suku Dayak. Denda
adat ditulis dalam pasal-pasal yang disepakati pada Rapat Besar
Tumbang Anoi dan ditulis dalam 96 pasal. Dalam pelaksanaannya,
pembayaran denda adat pada Suku Dayak menggunakan barang-
barang tertentu, yakni gong dan emas. Penggunaan dua benda
tersebut dikarenakan benda-benda tersebut adalah benda adat dan
memiliki nilai yang mahal.

Pada zaman dahulu, satuan yang digunakan untuk gong
adalah kati ramu. 1 kati ramu dikonversikan menjadi 6,25 ons.
Kemudian satuan yang digunakan pada emas adalah keping dan 1
keping dikonversi menjadi 2,88 gram. Kemudian untuk
pembayaran denda menggunakan gong dan emas saat ini telah
diubah menjadi uang.*® Berdasarkan kesepakatan para damang, 1

kati ramu sama dengan Rp. 100.000,- , hal ini bertujuan untuk

Ppasal 29 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan.
%Satriya Nugraha, “Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan Singer (Denda Adat) Dalam
Perceraian Suku Dayak Ngaju”, Jurnal Hukum Agama Hindu, No.1 (2022), 90
https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/787



https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/787
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memudahkan yang bersangkutan untuk membayarkan denda
adatnya.®
b. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembayaran Kati Ramu
Masyarakat Suku Dayak memiliki pedoman dalam hidup
bermasyarakat adat, buku tersebut dikenal dengan “Hukum Adat
Tumbang Anoi Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan
Praktiknya”. Berdasarkan ringkasan dalam buku ini, pembayaran
singer dapat terjadi apabila terjadi pelanggaran adat/hadat,
sengketa tanah, serta perbuatan kriminal dengan kekerasan ataupun
tanpa kekerasan.®*  Pelanggaran-pelanggaran  diatas  dalam
praktiknya menggunakan sebutan kati ramu dalam pembayarannya.
Untuk pembahasan terkait pelanggaran adat/hadat terbagi
menjadi dua kategori, yaitu pelanggaran hadat dalam perkawinan
dan berumah tangga serta hadat sapa/hasapa dan adat lainnya.
Dalam penulisan penelitian ini akan terfokus pada hal-hal
pelanggaran yang terjadi dalam perkawinan dan rumah tangga
yang terdapat di dalam pasal 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 37, 38, 42, 43, 47, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,

78, 79, 80, 85.%

3y udi Evin T Umbing, Wawancara, (Malang, 25 April 2023).

*Dewan Adat Dayak, Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktiknya, (Kab. Pulang Pisau:
Dewan Adat Dayak, 2016), iii.

%Dewan Adat Dayak, Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktiknya, iii.
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Secara bahasa ‘urf berasal dari kata << yang
diartikan dengan <) yaitu sesuatu yang telah dikenal manusia
dan menjadi adat/tradisi.>* Sedangkan secara istilah, menurut para
ulama ushul figh, ‘urf adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh
manusia dan dikerjakan terus menerus dalam jangka waktu yang
lama. ¥

Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat
adalah perbuatan yang telah dilakukan sejak dahulu dan sudah
menjadi kebiasaan sebagai wujud gagasa kebudayaan yang terdiri
atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan
aturan yang lain.*® Sehingga, para ahli syara’ berpendapat tidak ada
perbedaan antara ‘urf dan adat kebiasaan.*’

Syarat-syarat ‘Urf

Hukum-hukum yang didasarkan pada ‘urf dapat berubah
menurut perubahannya berdasarkan zaman dan kebiasaan yang
telah dilakukan. Islam telah memberikan kesempatan bagi umatnya
untuk menetapkan ketentuan hukum sesuai dengan adat
setempatnya. Agar ‘urf dapat diterima dalam hukum Islam, maka

ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

**Darmawati, Ushul Figh, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 78.
%Moh Bahrudin, Ilmu Ushul Figh, (Bandar Lampung: AURA, 2019), 67.
%6Kamus Besar Bahasa Indonesia.

% Abdul Wahhab Khallaf, llmu Ushul Flgih, (Semarang: Dina Utama, 2014), 148.
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1) Adat itu harus bernilai maslahat, artinya dapat memberikan
kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari
kerusakan dan keburukan.

2) Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang
yang berada dalam lingkungan tertentu.

3) Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang
datang kemudian.

4) Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ada.®

c. Macam-Macam Al- ‘Urf
Selain memiliki ketentuan agar tidak bertentangan dengan
hukum Islam, berdasarkan dari segi ketentuan hukumnya ‘urf
dibagi menjadi dua macam, vyaitu ‘urf sahih. dan ‘urf fasid. ‘Urf
sahih merupakan sesuatu yang diketahui dan tidak bertentangan
dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula
membatalkan sesuatu yang wajib. Sedangkan ‘Urf fasid adalah
sesuatu yang telah diketahui tetapi bertentangan dengan dalil
syara’.*® Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa ‘wrf sahih dapat
dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan dalil
syara’.40

Pembagian ‘urf berdasarkan sifatnya juga dibagi menjadi

dua, yaitu ‘urf qauli merupakan adat perkataan dan ‘urf ‘amali

8 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Figh, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,
2014), 74.

*Darmawati, Ilmu Ushul Figh, (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2019), 78.

“*Rusdaya Basri, Ushul Fikih 1, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 122.
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merupakan adat perbuatan.** Sedangkan berdasarkan ruang
lingkupnya ‘urf dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama adalah
‘urf ‘aam yang berarti suatu adat yang berlaku pada seluruh
tempat, masa dan keadaan. Kedua, ‘urf khas yang berarti adat yang
berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu.*

d. Kedudukan ‘Urf Sebagai Dalil Hukum Syara’

Pada umumnya ‘urf yang telah memenuhi syarat diatas
dapat diterima secara prinsipnya. Pada ulama Hanafiyah
menempatkan ‘urf sebagai dalil dan mendahulukannya dari pada
giyas dan disebut sebagai istihsan ‘urf. Pada ulama Malikiyah
menerima  ‘urf terutama ‘urf pendudukan Madinah dan
mendahulukannya dari pada hadis yang lemah. Demikian pula pada

ulama Syafi’iyah menetapkannya dalam sebuah kaidah:

“Setiap yang datang padanya syara’ secara mutlak dan tidak ada
ukurannya dalam syara’ atau bahasa, maka dikembalikan kepada
urf”.*

Dan ulama Hanbali juga menerima ‘urf selama tidak

bertentangan dengan nash.*

“'Basri, Ushul Fikih 1, 124-125.

“’Basri, Ushul Fikih, 127.

*Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Figh, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,

2014), 74-75.

* Sulfan Wandi, “Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Figh” Jurnal Hukum Keluarga dan
Hukum Islam, No. 1(2018) 189, https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111/.
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BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-
empiris. Penelitian yuridis-empiris adalah suatu penelitian hukum yang
berkenaan dengan implementasi dari suatu hukum pada peristiwa huku
yang terjadi dalam masyarakat.”> Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan
untuk mendapatkan jawaban terhadap efektivitas suatu ketentuan yang ada
dalam suatu daerah.*®

Dengan metode penelitian ini, guna menjawab rumusan masalah
penelitian, peneliti akan mengambil keterangan dari Yudi Evin T Umbing
selaku Kepala Damang Tewah serta dua pasangan yang beragama Islam

dan menerapkan perjanjian perkawinan adat dalam prosesi perkawinannya.

B. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif-
kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari keadaan yang
terjadi dimasyarakat hingga pengaruh yang terjadi dari keadaan tersebut
tanpa melakukan pengujian hipotesis.*’ Dengan pendekatan ini, maka
peneliti dapat mendeskripsikan keadaan yang terjadi di masyarakat dengan

lebih spesifik, transparan dan juga mendalam melalui data-data perjanjian

**Abdul Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Cirta Aditya Bakti, 2004), 134.
**Bachtiar, Metode Penelitian Hukum,(Pamulang: Unpam Press, 2018), 89.

“Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek, (Surabaya: Jakad Media
Publishing,2020), 22.

25
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perkawinan yang didapatkan dari Kedamangan Tewah dan kaitannya

dengan ‘urf.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang menjadi sasaran dalam
penelitian dan harus disesuaikan dengan judul penelitian. Lokasi penelitian
bertempat di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung
Mas, Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan
lokasi ini sangat menunjang dalam memperoleh data informasi yang valid
sehingga dapat membantu dalam penyelesaian penelitian. Selain itu juga
pemilihan lokasi ini dikarenakan masyarakat adat di daerah ini mayoritas
beragama Islam serta masyarakat setempat masih menjaga warisan leluhur
sehingga informan yang diperlukan dalam penelitian ini dapat membantu
proses penyelesaian penulisan penelitian serta perangkat-perangkat
kedamangan yang ada di Kecamatan Tewah hingga saat ini selalu
mensosialisasikan terkait pentingnya perjanjian perkawinan adat dalam
proses perkawinan adat sehingga masyarakat beradat tetap

menerapkannya.*®

D. Sumber Data
Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti menggunakan dua
sumber data dalam pengkajiannya. Dua sumber data yang dimaksud
sebagai berikut:

1. Data primer

*yudi Evin T Umbing, Wawancara, (Malang, 25 April 2023).
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Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh
dari responden atau informan atau narasumber.* Pada penelitian
ini yang dijadikan sebagai data primer adalah hasil wawancara.
Wawancara ini akan dilakukan dengan narasumber yang berkaitan
dengan judul penelitian ini.

Peneliti akan melakukan wawancara terhadap Yudi Evin T
Umbing selaku Kepala Damang Tewah yang tentunya pengetahuan
terhadap Suku Dayak serta aturan-aturan hidup bermasyarakat adat
di Tewah terutama bagi pasangan yang melakukan perkawinan
adat Dayak. Selain melakukan wawancara dengan Kepada Damang
Tewah, peneliti juga melakukan wawancara dengan dua pasangan
masyarakat muslim adat Dayak yang menerapkan perjanjian
perkawinan adat dalam prosesi perkawinannya.

Tabel 2

Identitas Narasumber

No Nama Keterangan

1 Yudi Evin T Umbing | Kepala Damang Kecamatan Tewah

Pasangan Suami-Istri Yang

2 Pebrianto S. Melakukan  Perkawinan  Suku
Dayak Ngaju
Pasangan Suami-Istri Yang
3 Siti Juleha Melakukan  Perkawinan  Suku
Dayak Ngaju
Pasangan Suami-Istri Yang
4 Riduan Melakukan  Perkawinan  Suku
Dayak Ngaju

Pasangan Suami-Istri Yang
Melakukan  Perkawinan  Suku

5 Rusmayana

**Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press: 2020), 124.
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\ \ | Dayak Ngaju

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dengan
cara tidak langsung seperti studi kepustakaan dan studi dokumen.®
Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini seperti Buku
Adat Tumbang Anoi, Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan
Praktiknya Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak, Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam, jurnal-jurnal atau hasil dari penelitian
yang berkaitan dengan judul penulisan penelitian saat ini dan

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah
utama dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan proses-proses
yang digunakan dalam mendapat data dengan teknik tertentu. >* Berikut

adalah teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait
fokus penelitian.>® Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan

wawancara dengan Kepala Damang Tewah dan dua pasangan

**Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 124.
S!Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Banten: UNPAM PRESS, 2019), 137-138.
52Salim & Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012),119.
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suami isteri selaku masyarakat muslim adat Dayak yang
melakukan perjanjian perkawinan adat. Untuk mendapatkan
informasi yang mendalam, peneliti menggunakan wawancara
terstruktur dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang
sebelumnya telah dirangkai guna mendapatkan jawaban yang
terbatas agar nantinya tidak terjadi kekeliruan. Kemudian teknik ini
juga dilakukan untuk mendapatkan data mengenai mekanisme
pembayaran kati ramu sebagai konsekuesi dari perceraian.
2. Pengkajian Dokumen

Pengkajian dokumen dapat dilakukan melalui catatan,
dokumen dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan
penelitian.®® Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan bahan-
bahan seperti dokumen yang didapatkan dari hasil wawancara,
jurnal ataupun hasil penelitian lainnya yang berkaitan serta dapat

menjawab rumusan masalah penelitian.

F. Metode Pengolahan Data
Setelah diperoleh data-data penelitian, hal yang diperlukan
selanjutnya mengolah data yang didapatkan tersebut. Metode-metode yang
digunakan dalam pengolahan data tersebut adalah:
1. Pemeriksaan Data (Editing)
Pemeriksaan data atau yang dikenal juga dengan sebutan

editing adalah tahapan awal dalam pengolahan data. Tahapan editing

53Salim & Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, 124.
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penulis akan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh, seperti
dalam kelengkapan jawaban hasil wawancara, kutipan dalam
penulisan, kejelasan makna serta kesesuaian dan keterkaitan dengan
data yang dibutuhkan.> Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan
proses editing terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan
pembayaran kati ramu sebagai konsekuensi perceraian yang akan
diberikan kepada narasumber serta terhadap bahan bacaan yang
diperoleh agar penelitian lebih jelas dan mudah dipahami.
2. Klasifikasi (Classifying)

Klasifikasi merupakan tahapan yang digunakan untuk
mengelompokkan data-data yang telah diperoleh baik yang didapatkan
melalui wawancara dengan informan ataupun literatur-literatur yang
berkaitan dengan topik permasalahan.

3. Verifikasi (Verifying)

Verifikasi merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti
untuk meninjau ulang terhadap data-data yang telah diperoleh agar
terbukti kebenarannya.>® Penulis akan mengonfirmasi ulang dengan
menyerahkan data yang sudah didapat kepada subjek penelitian,
dalam hal ini yang dimaksud adalah Kepada Damang Kecamatan
Tewah dan dua pasangan suami isteri muslim yang melakukan

perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju.

> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.
%Salim & Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, 150.
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4. Analisis data (Analysing)

Analisis data merupakan suatu proses memaknai data baik
dalam bentuk teks ataupun gambar yang dilakukan oleh penulis secara
menyeluruh.®® Tahapan ini memerlukan pengkajian yang mendalam
agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian guna melanjutkan
ketahapan selanjutnya.

5. Kesimpulan (Concluding)

Kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam penelitian.
Setelah memperoleh suatu data dan dilakukan tahapan-tahapan
pengolahan data, maka pada tahapan kesimpulan akan diberikan
gambaran garis besarnya dengan jelas, ringkas dan tepat terhadap

topik permasalahan yang sedang dikaji.

6Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Semarang:
Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 126.



BAB IV
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Letak Geografis
Kelurahan Tewah merupakan satu-satunya kelurahan yang ada
di Kecamatan Tewah. Kelurahan ini memiliki luas sebesar 115 km?
dari total luas Kecamatan Tewah. *’Sedangkan berdasarkan data BPS
(Badan Pusat Statistik) tahun 2022, jumlah penduduk yang tinggal di
Kelurahan Tewah sebanyak 9.858 dari total keseluruhan penduduk
yang ada di Kecamatan Tewah.®
Secara geografis, titik koordinat Kelurahan Tewah ada pada
113,7688° BT dan 1,0529° LS *°dengan ketinggian 89 m dari
permukaan air laut dengan bentuk permukaan yang datar.®
2. Keadaan dan Kondisi Ekonomi
Di Kecamatan Tewah pada umumnya masyarakat berprofesi
sebagai petani dengan persentase luas lahan pertanian yang digunakan
53,73% menghasilkan.®® Masyarakat disana biasanya memanen
berbagai tanaman, seperti durian, jahe, kunyit, laos, kelapa sawit dan

karet.% Selain itu juga, ada masyarakat yang berprofesi sebagai

*"Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Tewah Dalam Angka 2022,
(Kabupaten Gunung Mas: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2022), 8.

*®Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Tewah Dalam Angka 2022, 48.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Tewah Dalam Angka 2022, 12
%Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Tewah Dalam Angka 2022, 10-11.
$1Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Tewah Dalam Angka 2022, 113.
62Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Tewah Dalam Angka 2022, 116-125.
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peternak. Hewan-hewan yang digunakan pada umumnya adalah sapi,
babi dan ayam.®®
3. Kondisi Sosial Keagamaan
Berdasarkan dari data penganut agama yang dikutip dari kantor
Kecamatan Tewah tahun 2013, terdapat empat agama yang dianut oleh
masyarakat setempat, yaitu Kaharingan, Islam, Kristen dan Katholik.
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat
setempat adalah non-muslim.®* Walaupun begitu, masyarakat setempat
tetap hidup rukun berdampingan dan selalu menghormati satu sama
lain, hal ini dapat dilihat dari tolerasi setiap masyarakat beragama
terhadap hari-hari besar pada agama tersebut.
B. Sejarah Perkawinan Adat Pada Masyarakat Muslim Dayak Ngaju
Filosofi “Belom Bahadat” digunakan oleh masyarakat Suku Dayak
Ngaju sebagai landasan aspek kehidupan bermasyarakat yang berarti
“hidup beradat”. Bagi masyarakat Dayak Ngaju pengaruh dan peranan
adat dalam kehidupan bermasyarakat masih sangat kuat, salah satunya
seperti penyelenggaraan perkawinan. Dalam penerapan perkawinan
masyarakat Dayak Ngaju sangat menghindari bentuk perkawinan yang

tidak lumrah, dikarenakan dapat menimbulkan kejelekan nama bagi kedua

%3Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Tewah Dalam Angka 2022, 126.
%“Kementerian Agama Kecamatan Tewah, <<Data Penganut Agama Dan Rumah Ibadah Se
Kecamatan Tewah>>, https://kalteng.kemenag.go.id/file/file/GONDO/vwdx1405489503.pdf
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calon mempelai bahkan seluruh keluarga keduanya dan juga keturunan
keduanya kelak.®

Adat istiadat yang ada di Suku Dayak, sangat dipengaruhi oleh
kepercayaan agama dahulu atau yang dikenal dengan agama kaharingan.
Sebagaimana daerah-daerah di Indonesia yang memiliki agama asli,
kaharingan termasuk ke dalam salah satu agama asli nusantara yang ada
hingga saat ini dan juga dipelihara oleh pemeluk-pemeluk agama ini.
Agama kaharingan disebut sebagai kepercayaan asli suku Dayak, hal ini
dikarenakan sebelum masuknya agama-agama dunia, kepercayaan ini
sudah lebih dahulu lahir dan tumbuh di pulau Kalimantan.

Sejarah perkawinan Suku Dayak Ngaju diawali dari kisah hidup
Manyamei Tunggal Garing Janjahunan Laut dan Kameluh Putak Bulau
Janjulen Karangan. Suatu hari terjadi pertemuan diantara Manyamei dan
Kameluh yang berakhir dengan tinggal bersama. Dalam masa hubungan
keduanya, Kameluh sempat mengalami keguguran berulang-ulang kali.

Pada keguguran kehamilan pertama Kameluh, darah keguguran
tersebut dibuang ke laut yang dipercayai menjadi moyang roh gaib yang
menjadi pengganggu di kawasan laut tersebut. Keguguran kehamilan
kedua, darahnya dibuang ke sungai yang dipercayai menjadi roh gaib
pengganggu di air. Keguguran pada kehamilan ketiga, darahnya dibuang
ke laut yang kemudian disambar petir dan kilat, yang kemudian dipercayai

menjadi moyang kerbau, sapi dan banteng. Keguguran kehamilan

%Sriyana, Hiskiya, “Makna Simbolik Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya”,
Anterior Jurnal, No. 20(2020): 83-84, https://doi.org/10.33084/anterior.v20i1.1546
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keempat, darahnya dibuang ke hutan yang dipercayai menjadi moyang
bahutai bungai, moyang tandang haramaung (harimau) serta moyang roh-
roh jahat di hutan. Keguguran pada kehamilan keenam, darahnya dibuang
ke hutan rimba dan menjelma menjadi berbagai jenis kayu, akar dan
moyang dari berbagai jenis ular.

Keguguran pada kehamilan ketujuh, darahnya dibuang ke bawah
rumah yang kemudian menjelma menjadi Raja Tingkaung Langit yaitu
moyang dari segala jenis anjing. Keguguran pada kehamilan kedelapan,
darahnya dibuang di dapur yang kemudian disambar petir dan dipercayai
menjelma menjadi Putir Balambang Kawu yaitu moyang dari segala jenis
kucing. Keguguran pada kehamilan kesembilan, darahnya di buang di
halaman rumah yang kemudian disambar petir dan kilat dan dipercayai
menjelma menjadi moyang dari segala jenis ayam kampong. Keguguran
pada kehamilan kesepuluh, darahnya dibuang di belakang rumah yang
dipercayai menjelma menjadi berbagai jenis babi hutan dan babi kampung.
Keguguran pada kehamila kesebelas, darahnya dibuang di belakang
kampung yang kemudian dipercayai menjelma menjadi rumput dan kayu
yang berfungsi sebagai bahan obat bagi manusia. Dan keguguran pada
kehamilan keduabelas, darah di buang ke rumpun sawang dan dipercayai
menjelma menjadi moyang 14 unsur patahu, yaitu roh gaib penjaga
pemukiman manusia.

Dari kejadian keguguran tersebut atas perintah Ranying Hatalla

Langit, Raja Uju Hakandung meresmikan hubungan antara Manyamei dan
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Kameluh dengan melaksanakan upacara perkawinan dan kemudian setelah
pelaksanaan upacara perkawinan tersebut Kameluh hamil kembali dengan
melahirkan tiga anak laki-laki kembar yang diberi nama Raja Sangiang,
Raja Bunu dan Raja Sangen.®

Berdasarkan kepercayaan asli Suku Dayak, masyarakat adat Dayak
memahami bahwa perkawinan merupakan bentuk kesadaran atas kejadian
di masa lalu, mereka percaya bahwa Ranying Hatalla Langit menciptakan
makhluk hidup berpasang-pasangan dengan tujuan mendapatkan
keturunan dengan cara yang dibenarkan oleh agama dan adat. Sehingga
dari cerita Manyamei dan Kameluh diatas, dapat diketahui pula
bahwasannya perkawinan bagi Suku Dayak Ngaju merupakan sesuatu
yang luhur dan suci. Dalam proses pelaksanaannya tidak hanya melibatkan
kedua belah pihak yang bersangkutan, melainkan juga melibatkan
beberapa pihak lainnya, seperti keluarga kedua belah pihak, kerabat dan
mantir adat.

Agama Islam masuk di pulau Kalimantan pada abad ke — 17, yang
saat itu dibawa oleh para pedagang Melayu yang sedang melakukan
perdagangan dan juga menyebarkan agama Islam. Dari hal ini sebagian

suku Dayak menerima ajaran Islam dan memeluk agama Islam. Bagi orang

%®Noriani, “Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Dayak Ngaju: Sejarah Dan Akulturasi
Islam Terhadap Budaya Lokal Di Desa Petak Bahandang”, (Undergraduate skripsi, IAIN Palangka
Raya, 2019), http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2188/.
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Dayak yang memeluk agama Islam disebut dengan orang Melayu atau
orang Banjar.®’

Bagi masyarakat Dayak Ngaju yang beragama Islam, dapat
melakukan perkawinan adat setelah melakukan prosesi perkawinan secara
Islam dan tercatat di KUA. Kemudian dalam pelaksanaan perkawinan adat
tersebut hendaknya memperhatikan hal-hal yang bertentangan dengan
ajaran Islam, seperti dalam tahapan nyaki palas/mamalas.

Dikutip dari hasil penelitian Thoyib, hasil wawancaranya bersama
Bapak H. Agustiar Sabran selaku Ketua Dewan Adat Dayak Tahun 2016-
2021, disimpulkan bahwa, menurut pandangan masyarakat Dayak Ngaju
perkawinan seperti mangarangka pambelom yaitu rencana membangun
kehidupan atau membangun kehidupan rumah tangga. Menurutnya tujuan
dilakukannya perkawinan secara adat digunakan untuk mengatur
kehidupan agar melakukan perbuatan yang baik, tidak melakukan hal-hal
yang tercela dan mengatur perilaku beradat sehingga dapat terjaga
keseimbangan alam. Dalam hal ini, jika terjadi penyimpangan pada yang
bersangkutan maka la telah melanggar perjanjian perkawinan adat dan
akan dikenakan sanksi adat.®®

Pedoman dalam menerapkan aturan adat di masyarakat Dayak

berdasarkan dengan Hukum Adat Tumbang Anoi. Dikutip dari hasil

®"Thoyib, “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian
Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya”, (Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya,
2017), http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1492/ .

%Thoyib, “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian
Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya”, (Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya,
2017), http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1492/ .
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wawancara Noriani dengan Kepala Desa Petak Bahandang, Hukum Adat
Tumbang Anoi dibuat pada rapat perjanjian Damai Tumbang Anoi pada
tanggal 22 Mei-24 Juli 1894 di Kecamatan Damang Batu Kabupaten
Gunung Mas. ® Dalam rapat pertemuan ini dihadiri oleh seluruh tokoh
adat Kalimantan dan dalam pertemuan ini juga mereka mendeklarasikan
hukum yang berlaku di adat Dayak, seperti adat Dayak perkawinan, adat
Dayak perceraian, dan lain-lain.

C. Konsep dan Mekanisme Pembayaran Kati Ramu Dalam Masyarakat
Muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah,
Kabupaten Gunung Mas
1. Konsep Pembayaran Kati Ramu

Dalam masyarakat Dayak Ngaju, perjanjian perkawinan
merupakan kesepakatan yang dilakukan calon mempelai atas
kehendak bersama dan disetujui oleh orang tua/ahli waris dari masing-
masing pihak, yang di dalamnya memuat tentang jalan hadat sebagai
tanggung jawab dari mempelai laki-laki, pengaturan pembagian harta
benda bersama dan sanksi hukum bagi yang melakukan pelanggaran
perjanjian perkawinan tersebut.

Surat kawin adat Dayak di Kalimantan Tengah, terdiri dari tiga
bagian, yaitu biodata dari kedua mempelai, jalan hadat dan perjanjian
perkawinan. Surat kawin ini akan ditandatangani oleh kedua

mempelai, orang tua masing-masing, saksi-saksi, Damang dan juga

**Noriani, “Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Dayak Ngaju: Sejarah Dan Akulturasi
Islam Terhadap Budaya Lokal Di Desa Petak Bahandang”, http://digilib.iain-
palangkaraya.ac.id/2188/
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Mantir adat.”® Maka dari itu isi dari surat kawin ini akan mengikat
bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Keberadaan perjanjian perkawinan ini diharapkan mampu
menjadi benteng pertahanan di dalam rumah tangga agar tetap kokoh
dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di rumah
tangga. Sehingga pasangan suami dan istri diharapkan pula untuk
lebih menghargai suatu ikatan yaitu perkawinan yang sudah di jalin.™

Dengan adanya kesepakatan atau perikatan ini juga
menyebabkan status dari kedua mempelai menjadi jelas sebagai
sepasang suami dan istri sehingga terhindar dari prasangka buruk
pihak ketiga. Selain itu juga perjanjian perkawinan menjaga hak dan
kewajiban masing-masing pihak, serta status dan hak anak-anak
dikemudian hari.”> Serta dari adanya perjanjian perkawinan ini
diharapkan pula dapat mencegah perceraian yang sering terjadi di
masyarakat.

2. Isi Surat Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah,
Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kedamangan Tewah
dan hasil wawancara serta kesediaan para pihak yang terkait, isi dari
surat kawin adat Dayak Ngaju sebagaimana berikut:

a. Pasangan Pertama

"Surat Kawin Adat Dayak Kalimantan Tengah Wilayah Kedamangan Tewah.
"'Pebrianto. S, Wawancara, (Malang, 24 April 2023).
yudi Evin T Umbing, Wawancara, (Malang, 25 April 2023).
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Pada hari Kamis, Tanggal Dua, Bulan Februari, Tahun Dua

Ribu Dua Puluh Tiga, masing-masing yang bertanda tangan

dibawah ini:
Nama : Pebrianto S.
TTL : Katanjung, 14 Desember 2001

Jenis Kelamin  : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Desa Katanjung, Kec. Kapuas Hulu, Kab.
Kapuas

Selanjutnya disebut sebagai mempelai laki-laki
Nama . Siti Juleha
TTL : Puruk Cahu, 23 Februari 2003

Jenis Kelamin  : Perempuan

Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alama : Jalan Menteng, Kel. Tewah, Kec. Tewah,

Kab. Gunung Mas

Selanjutnya disebut sebagai mempelai perempuan

Bahwa Pihak Pertama (1) dan Pihak Kedua (Il) atas kehendak
bersama yang telah direstui oleh orang tua/ ahli waris masing-
masing pihak, pada hari ini seperti tanggal tersebut diatas,

telah sepakat melaksanakan perkawinan secara adat Dayak
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Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di tempat Pihak

Pertama (1).

Adapun jalan hadat yang menjadi kewajiban Pihak Pertama

() untuk Pihak Kedua (Il) berdasarkan Pelek Ruji Leluhur

Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

a) Palaku (5 Pikul Barang Adat) . Ditunaikan dengan
sebidang kebun karet di Desa Tanjung Untung, Sel

Hampuroi, Risum.

b) Saput (6 Kati Barang Adat) . Diuangkan sebesar
Rp. 600.000

c) Pakaian (4 Kati barang Adat) . Diuangkan sebesar
Rp. 400.000

d) Garantung Kuluk Pelek . Di uangkan sebesar
Rp. 1.500.000

e) Bulau Singah Pelek .1 (Satu) keping

emas/ sepasang cincin kawin

f) Lilis Turus Pelek : 1 (Satu) pucuk lilis
lamiang
g) Sinjang Entang : 1 (Satu) Lembar

Bahalai dan 1 Lembar Tapih
h) Lapik Luang : 1 (Satu) Lembar

Bahalai dan 1 Lembar Tapih
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i) Duit Lapik Ruji . 1 (Satu) keping uang
ringgit perak

J) Timbuk Tangga : 7 (Tujuh) piring diisi beras)

k) Pinggan Pananan Pahanjean Kuman . 1 (Satu) set
alat makan

I) Tutup Uwun : 2 (Dua) meter kain
hitam

m) Rapin Tuak : Secukupnya

n) Alat Perlengkapan Tidur . Ditanggung Pihak
Laki-Laki

0) Bulau Ngandung/Panginan Jandau . Ditanggung

bersama dalam mupakat
p) Bangkang Lasung Sulau Garanuhing . Diuangkan
Rp. 100.000
q) Duit Turus : Diuangkan oleh masing-masing pihak Rp.
100.000
r) Batu Kaja : Dibayarkan saat pakaja manantu
3) Perjanjian Perkawinan

a) Saya Nama PEBRIANTO S. Pihak Pertama telah
mengambil Perempuan yang bernama SITI JULEHA
Pihak Kedua menjadi istri saya yang syah, saya berjanji
mencintai dan memelihara dia baik dalam keadaan suka
maupun duka, serta tidak menceraikan dia selama

hidupnya kecuali Kematian yang memisahkan Saya.
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b) Saya Nama SITI JULEHA Pihak Kedua telah mengambil
laki-laki yang bernama PEBRIANTO S. Pihak Pertama
menjadi suami saya yang syah, saya berjanji mencintai
dan memelihara dia baik dalam keadaan suka maupun
duka, serta tidak menceraikan dia selama hidupnya
kecuali Kematian yang memisahkan Saya.

c) Harta benda yang diperoleh Pihak Pertama () dan Pihak
Kedua (Il) selama berumah tangga adalah menjadi hak
bersama, dan apabila dalam menjalani kehidupan
berumah tangga salah satu dari kami berdua meninggal
dunia, maka peraturan harta benda diatur sebagai berikut :

- Jika kami mempunyai anak, maka seluruh harta
benda (barang rupa tangan) yang diperoleh
selama hidup berumah tangga akan dibagi dua,
satu bagian untuk anak kami dan satu bagian
menjadi hak kami kedua belah pihak, masing-
masing setengah bagian.

- Jika selama kami menjalani kehidupan berumah
tangga tidak memiliki anak, maka seluruh harta
benda yang diperoleh selama berumah tangga
dibagi dua sama banyak jika kami bercerali,
tetapi jikalau dalam menjalani kehidupan
berumah tangga ada yang meninggal, dan tidak
dikaruniai anak, maka harta benda akan dibagi
dua sebagian menjadi hak milik yang masih
hidup dan sebagian lagi diserahkan kepada ahli
waris, Orang Tua yang meninggal.

d) Apabila kemudian hari terjadi perceraian dalam berumah
tangga maka :

- Jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT), sehingga mengakibatkan pihak
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pertama atau pihak kedua merasa keberatan atas
tindakan tersebut, maka akan ditindak secara
hukum adat serta hukum pidana yang berlaku
saat ini. Jika hukum adat akan dikenakan sanksi
singer adat sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas
Juta Rupiah) dibayar kepada pihak yang tidak
bersalah kalau terjadinya perceraian, tetapi jika
tidak bercerai maka adanya suatu perjanjian
yang tertulis/mengikat antara pihak pertama dan
pihak kedua untuk sebagai pegangan.

Bagi pihak yang dengan sengaja melanggar atau
berbuat  kesalahan  sehingga  terjadinya
perkawinan dengan pihak yang lain sampai
terjadi perceraian, maka pihak yang dianggap
bersalah dikenakan sanksi singer adat dengan
membayar kepada pihak yang bersalah sebesar
Rp20.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
sedangkan,

Harta benda (barang rupa tangan) yang
diperoleh menjadi hak anak dan hak yang tidak
melakukan kesalahan.

Palaku (mas kawin) tetap menjadi hak penuh
milih Pihak Kedua (1) (lIstri)

Apabila  dikemudian  hari ada terjadi
permasalahan dalam menjalani  kehidupan
berumah tangga, maka kami sepakat akan
menyelesaikannya secara kekeluargaan, jika
tidak dapat diselesaikan maka kami serahkan
penyelesaiannya melalui Lembaga Adat yang

berwewenang untuk menangganinya.
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Pada hari Kamis, Tanggal Dua, Bulan Februari, Tahun Dua

Ribu Dua Puluh Tiga, masing-masing yang bertanda tangan

dibawah ini:
Nama : Riduan
TTL : Tumbang Habaon, 24 Juni 1975

Jenis Kelamin  : Laki-laki

Pekerjaan . Petani
Agama : Islam
Alamat : Desa Tumbang Habaon, Kec. Tewah

Selanjutnya disebut sebagai mempelai laki-laki
Nama : Rusmayana
TTL : Tewah, 4 September 1989

Jenis Kelamin  : Perempuan

Pekerjaan : Swasta
Agama : Islam
Alama : Jalan Petran, Kel. Tewah

Selanjutnya disebut sebagai mempelai perempuan

Bahwa Pihak Pertama (1) dan Pihak Kedua (Il) atas kehendak
bersama yang telah direstui oleh orang tua/ ahli waris masing-
masing pihak, pada hari ini seperti tanggal tersebut diatas,
telah sepakat melaksanakan perkawinan secara adat Dayak
Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di tempat Pihak

Pertama (1).
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Adapun jalan hadat yang menjadi kewajiban Pihak Pertama

() untuk Pihak Kedua (Il) berdasarkan Pelek Ruji Leluhur

Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)
K)

Palaku (5 Pikul Barang Adat) . Ditunaikan dengan
sebidang kebun karet di Desa Tanjung Untung, Sel

Hampuroi, Risum.

Saput (6 Kati Barang Adat) . Diuangkan sebesar
Rp. 600.000

Pakaian (4 Kati barang Adat) . Diuangkan sebesar
Rp. 400.000

Garantung Kuluk Pelek  : Di uangkan sebesar Rp.
1.500.000

Bulau Singah Pelek . 1 (Satu) keping emas/

sepasang cincin kawin

Lilis Turus Pelek : 1 (Satu) pucuk lilis lamiang
Sinjang Entang : 1 (Satu) Lembar Bahalai
dan 1 Lembar Tapih

Lapik Luang : 1 (Satu) Lembar Bahalai dan 1
Lembar Tapih

Duit Lapik Ruji . 1 (Satu) keping uang ringgit perak
Timbuk Tangga  : 7 (Tujuh) piring diisi beras)
Pinggan Pananan Pahanjean Kuman : 1 (Satu) set

alat makan



1)

47

Tutup Uwun : 2 (Dua) meter kain hitam

m) Rapin Tuak : Secuupnya

n)
0)

p)

q)

g

Alat Perlengkapan Tidur : Ditanggung Pihak Laki-Laki
Bulau Ngandung/Panginan Jandau

Ditanggung bersama dalam mupakat

Bangkang Lasung Sulau Garanuhing . Diuangkan
Rp. 100.000

Duit Turus : Diuangkan oleh masing-masing pihak Rp.
100.000

Batu Kaja : Dibayarkan saat pakaja manantu

3) Perjanjian Perkawinan

a)

b)

Saya Nama RIDUAN Pihak Pertama telah mengambil
Perempuan yang bernama RUSMAYANA Pihak Kedua
menjadi istri saya yang syah, saya berjanji mencintai dan
memelihara dia baik dalam keadaan suka maupun duka,
serta tidak menceraikan dia selama hidupnya kecuali
Kematian yang memisahkan Saya.

Saya Nama RUSMAYANA Pihak Kedua telah
mengambillaki-laki yang bernama RIDUAN Pihak
Pertama menjadi suami saya yang syah, saya berjanji
mencintai dan memelihara dia baik dalam keadaan suka
maupun duka, serta tidak menceraikan dia selama
hidupnya kecuali Kematian yang memisahkan Saya.
Harta benda yang diperoleh Pihak Pertama (1) dan Pihak
Kedua (1) selama berumah tangga adalah menjadi hak

bersama, dan apabila dalam menjalani kehidupan
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berumah tangga salah satu dari kami berdua meninggal

dunia, maka peraturan harta benda diatur sebagai berikut :

Jika kami mempunyai anak, maka seluruh harta
benda (barang rupa tangan) yang diperoleh
selama hidup berumah tangga akan dibagi dua,
satu bagian untuk anak kami dan satu bagian
menjadi hak kami kedua belah pihak, masing-
masing setengah bagian.

Jika selama kami menjalani kehidupan berumah
tangga tidak memiliki anak, maka seluruh harta
benda yang diperoleh selama berumah tangga
dibagi dua sama banyak jika kami bercerali,
tetapi jikalau dalam menjalani kehidupan
berumah tangga ada yang meninggal, dan tidak
dikaruniai anak, maka harta benda akan dibagi
dua sebagian menjadi hak milik yang masih
hidup dan sebagian lagi diserahkan kepada ahli

waris, Orang Tua yang meninggal.

d) Apabila kemudian hari terjadi perceraian dalam berumah

tangga maka :

Jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT), sehingga mengakibatkan pihak
pertama atau pihak kedua merasa keberatan atas
tindakan tersebut, maka akan ditindak secara
hukum adat serta hukum pidana yang berlaku
saat ini. Jika hukum adat akan dikenakan sanksi
singer adat sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas
Juta Rupiah) dibayar kepada pihak yang tidak
bersalah kalau terjadinya perceraian, tetapi jika
tidak bercerai maka adanya suatu perjanjian
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yang tertulis/mengikat antara pihak pertama dan
pihak kedua untuk sebagai pegangan.

Bagi pihak yang dengan sengaja melanggar atau
berbuat  kesalahan  sehingga  terjadinya
perkawinan dengan pihak yang lain sampai
terjadi perceraian, maka pihak yang dianggap
bersalah dikenakan sanksi singer adat dengan
membayar kepada pihak yang bersalah sebesar
Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
sedangkan,

Harta benda (barang rupa tangan) yang
diperoleh menjadi hak anak dan hak yang tidak
melakukan kesalahan.

Palaku (mas kawin) tetap menjadi hak penuh
milih Pihak Kedua (1) (Istri)

Apabila  dikemudian  hari ada terjadi
permasalahan dalam menjalani  kehidupan
berumah tangga, maka kami sepakat akan
menyelesaikannya secara kekeluargaan, jika
tidak dapat diselesaikan maka kami serahkan
penyelesaiannya melalui Lembaga Adat yang

berwewenang untuk menangganinya’®

Tabel 3

Persamaan dan Perbedaan Dari Surat Kawin Adat Dayak Ngaju

No

Isi

Persamaan Perbedaan

Palaku

Dalam surat kawin adat Dayak | Palaku yang ada pada
Ngaju akan memuat tentang | setiap pasangan berbeda-
palaku sebagai kewajiban dari | beda, tergantung pada
pihak suami kepada pihak istri. | kesepakatan dan

"*Surat Kawin Adat Dayak Kalimantan Tengah Wilayah Kedamangan Tewah.
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kemampuan dari pihak
laki-laki.

2 | Perjanjian perkawinan | Hal-hal yang tercantum dalam
perjanjian  perkawinan adat
Dayak Ngaju bersifat tetap.

Nominal dari denda cerai
adat pada setiap
pasangan berbeda-beda,

tergantung pada
kesepakatan pasang
tersebut ketika
membuatnya.

3. Mekanisme Pembayaran Kati Ramu Sebagai Konsekuensi Perceraian

Dalam Masyarakat Muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah,
Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas

Dalam praktiknya, pembayaran kati ramu sebagai konsekuensi
perceraian dikenakan kepada suami atau istri yang menjadi penyebab
perceraian terjadi. Aturan terkait denda cerai adat ini terdapat di dalam
buku perjanjian perkawinan adat Dayak yang telah disepakati oleh
keduanya.

Jika pasangan suami atau istri ingin bercerai dan menuntut
untuk menyelesaikannya berdasarkan perjanjian perkawinan yang
telah dibuat yaitu melaksanakan denda cerai adat, maka dalam
penyelesaiannya dapat dilakukan secara adat yaitu di lembaga adat
yang dikenal dengan sebutan kedamangan.”* Pada umumnya
permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu besar dapat
diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah kekeluargaan.

Kemudian apabila permasalahan tersebut tidak menemukan

"yudi Evin T Umbing, Wawancara, (Malang, 25 April 2023).
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penyelesaian maka dapat dilanjutkan kepada mantir adat, dan
kedamangan (jika diperlukan).

Untuk penyelesaian permasalahan di matir adat hingga
kedamangan memiliki beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut
diantaranya:

a. Pemanggilan para pihak yang bersangkutan
Setelah salah satu pihak yang menjadi korban (suami
ataupun istri) melakukan pengaduan, maka Mantir adat akan
membuat surat panggilan terhadap pihak terlapor. Surat
panggilan ini bertujuan untuk pemberitahuan kepada Pelapor
dan juga Damang.
b. Penetapan tanggal sidang dan pemberitahuan kepada para saksi
Setelah pihak yang dipanggil memenuhi panggilannya
untuk datang ke Mantir adat, maka Mantir adat akan
menetapkan tanggal persidangan sesuai persetujuan pihak yang
melaporkan dan tanggal sidang ditetapkan paling lama satu
minggu setelah pihak yang dilaporkan melaporkan diri kepada

Mantir adat.

c. Penyelenggaraan sidang
Untuk setiap sidang atas suatu perkara adat dapat
dilakukan maksimal tiga kali sidang oleh para Mantir adat. Jika
dalam tiga kali sidang tersebut tidak ditemukan titik terang

atau keputusan di dalamnya atau para pihak tidak mau
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menerima rancangan keputusan yang dibuat, maka perkara
akan diberikan kepada Kedamangan.
d. Penyelesaian di Kedamangan

Untuk penyelesaian di Kedamangan dapat ditempuh
dalam kurun waktu dua bulan dengan dua kali persidangan.
Dan dalam kurun waktu tersebut keputusan harus dibuat. ™

Dalam wawancara bersama ketua damang Kelurahan
Tewah, Kecamatan Tewah, Yudi Evin T. Umbing,
mengatakan:
“Di dalam surat perjanjian sudah disebutkan terkait perjanjian
pelanggaran yang telah disepakati. Sebagai contoh surat
perjanjian yang saya pegang saat ini, di dalam nomor 4 BAB
Il pada nomor urut empat, apabila dikemudian hari terjadi
perceraian, maka a) terjadi KDRT yang menyebabkan pihak
lain merasa dirugikan atas tindakan tersebut maka akan
dikenakan sanksi adat dan hukum pidana yang berlaku saat ini.
Untuk singer adat akan dikenakan denda contohnya Rp.
15.000.000 dan ini disesuaikan dengan kesepakatan kedua
belah pihak”"®

Selain itu, Yudi Evin T. Umbing dalam wawancaranya

juga mengatakan:

"Dewan Adat Dayak, Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktiknya, (Kab. Pulang Pisau:
Dewan Adat Dayak, 2016), 4-5.
"®yudi Evin T Umbing, Wawancara, (Malang, 25 April 2023).
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“Jika ia tidak bisa membayar maka akan diproses secara
hukum lewat lembaga kepolisian dan selanjutnya kami akan
membuat surat edaran untuk kedamangan tempat ia tinggal
saat ini untuk tidak menerima layanan apapun yang berkaitan
dengan adat”’’

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya, pihak yang
melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian perkawinan
adat tersebut dapat membayarnya denda cerai adat sesuai
dengan nominal yang telah ditentukan saat perjanjian
perkawinan adat tersebut dibuat. Kemudian, apabila setelah
jatuh putusan kedamangan pihak yang bersalah tidak dapat
memenuhi kewajibannya untuk membayar denda cerai adat,
maka perkara tersebut akan diserahkan kepada kepolisian agar
dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya sebagai
pelanggaran dari suatu perjanjian. Serta sanksi lainnya pihak
kedamangan akan memberikan surat edaran kepada seluruh
kedamangan yang ada di Kalimantan untuk tidak memberikan
pelayanan yang berkaitan dengan adat kepada pihak yang
bersangkutan.

D. Kedudukan Syarat Pembayaran Kati Ramu Dalam Perspektif ‘Urf
Pada Suku Dayak Ngaju terdapat suatu perjanjian perkawinan yang

lahir dari kebiasaan nenek moyang, yang kemudian hingga saat ini

"yudi Evin T Umbing, Wawancara, (Malang, 25 April 2023).
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dilakukan secara berulang-ulang dan ditaati sebagai pedoman kehidupan
dalam membangun rumah tangga. Meskipun mayoritas masyarakat adat
Dayak beragama Kaharingan, bagi masyarakat yang beragama Islam dapat
membuat pilih untuk melakukan perkawinan secara adat ataupun tidak.
Pelaksanaan perjanjian perkawinan bagi masyarakat muslim adat Dayak
Ngaju dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang mungkin saja
melanggar hukum Islam seperti merugikan pihak-pihak terkait. Sehingga
dalam pelaksanaannya perlu didasari atas kehendak dan kesepakatan dari
kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan mengikat kepada setiap
pihak yang terkait di dalamnya. Dan setiap pihak diharuskan untuk tunduk
dan mematuhi setiap ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Apabila
dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut, maka
pihak yang bersalah harus menjalankan kewajibannya tersebut untuk
memenuhi hal-hal yang dirugikan dari pihak lawan.

Keharusan dalam menjalankan ketentuan dalam perjanjian
perkawinan juga diatur di dalam Al-Qur’an, seperti dalam Q.S. Al-Maidah

ayat 1 sebagai berikut:

Lo, R
2 53AL 13550 13l 0

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”
(Q.S. Al-Maidah: 5)
Avyat diatas menjelaskan bahwa Islam sangat menekankan terkait

pemenuhan dalam akad sehingga dari pemenuhan tersebut dapat tercipta
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rasa aman dan kebahagiaan secara pribadi oleh setiap manusia yang hanya
dapat dipenuhi jika ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin dapat
terpenuhi.’

‘Urf merupakan sesuatu yang telah dipahami oleh masyarakat dan
telah menjadi tradisi baik itu berupa perkataan atapun perbuatan.”
Menurut Mustofa Ahmad Al Zargo, wurf merupakan bagian dari adat,
karena adat sifatnya lebih umum. Jadi suatu ‘urf harus berlaku pada suatu
kelompok di daerah tertentu dan muncul atas dasar pemikiran dan
pengalaman.®

Selain itu di dalam Qawaidul Figh disebutkan:

L2 5l

“Adat kebiasaan bisa menjadi hukum Bl

Dari kaidah diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan ‘urf dalam
hukum Islam dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan
hukum Islam. Melalui ‘urf peneliti meninjau bagaimana kedudukan
pembayaran kati ramu yang ada di dalam perjanjian perkawinan adat

Dayak Ngaju sebagai konsekuensi dari perceraian.

M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 3, (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), 7.

®Abdul Wahhab Khallaf, llmu Ushul Figih, (Semarang: Dina Utama: 2014), 148.

%Nurulia Shalehatun Nisa, “Tinjauan Figh ‘Urf Terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi
Empiris Adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya”, Journal of Islamic Family Law, No. 2(2022):
230, https://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/ASASI

81A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-
Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2011), 78.
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Dilihat dari segi hukumnya, berdasarkan syarat ‘urf maka
pembayaran kati ramu ini dapat dikategorikan dalam ‘urf sahih ataupun
‘urf fasid, hal ini dikarenakan dalam syarat ‘urf disebutkan :

1. Adat itu harus bernilai maslahat, artinya dapat memberikan kebaikan
kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
Berdasarkan hasil wawancara Pebrianto yaitu salah satu
informan dalam penelitian ini mengatakan:
“Menurut saya, perjanjian perkawinan adat ini sangat penting untuk
dilakukan karena isi perjanjian perkawinan tersebut dapat dijadikan
sebagai alat untuk mengontrol diri dalam menjalani kehidupan
berumah tangga. Pada perjanjian tersebut sudah tertuang semua hal
yang diharapkan mampu menciptakan kehidupan berkeluarga yang
rukun, tertuang harapan dari pihak pertama ataupun pihak kedua, serta
konsekuensi apa saja yang akan diterima jika salah satu pihak tidak
menjalankan kesepakatan yang telah ditetapkan.”82

Maka dapat disimpulkan, bahwa adanya perjanjian perkawinan
adat harus dilihat dari dua aspek, yaitu tujuan dan manfaat dari
dilakukannya perjanjian perkawinan adat tersebut. Apabila perjanjian
perkawinan adat tersebut bertujuan untuk menjadi alat kontrol dalam
menjalani kehidupan berumah tangga agar terhindar dari hal-hal yang
tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga, dalam

kehidupan berkeluarga tersebut dapat selalu rukun dan menjaga

82pebrianto, Wawancara, (Malang, 24 April 2023).
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harapan satu sama lain untuk masa depan, maka adanya pembayaran
kati ramu dikategorikan dalam ‘urf sahih. Namun apabila sebaliknya,
yaitu perjanjian perkawinan adat ini bertujuan pada keburukan yang
merugikan pihak lain, maka pembayaran kati ramu ini dikategorikan
dalam ‘urf fasid .
Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ada.®

Setelah Islam masuk di pulau Kalimantan pada abad ke-17,
maka adat istiadat di Suku Dayak yang sebelumnya sangat
dipengaruhi oleh agama kaharingan mengalami pencampuran. Dan
melalui pencampuran tersebut, hal-hal yang bertentangan dengan
syari’at Islam dalam penerapannya pada masyarakat muslim Dayak
Ngaju telah dihilangkan. Sehingga adat yang dilakukan oleh
masyarakat muslim Dayak Ngaju ini tidak bertentangan dengan dalil-
dalil syara’.

Kemudian jika dilihat dari segi sifatnya, maka pembayaran kati

ramu ini merupakan ‘urf ‘amali, hal ini dikarenakan:

1.

Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang
berada dalam lingkungan tertentu.

Pembayaran kati ramu merupakan salah satu adat yang terjadi
dari adanya perkawinan adat Dayak yang telah dilakukan secara terus-

menerus, khususnya pada masyarakat adat Dayak Ngaju di Kelurahan

8Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Figh, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,

2014), 74.
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Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, sehingga suku
lain tidak melakukan adat seperti ini.
Sedangkan jika dilihat dari ruang lingkupnya, maka pembayaran
kati ramu merupakan ‘urf khas, hal ini dikarenakan :
1. Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang datang
kemudian.

Pembayaran kati ramu hanya dilakukan karena adanya
pelanggaran dalam perjanjian perkawinan adat Dayak yang
merupakan serangkaian adat dari upacara perkawinan adat. Sedangkan
untuk perkawinan adat Dayak Ngaju telah ada sebelum Islam masuk
di pulau Kalimantan dan telah dilakukan secara terus-menerus, hal ini
dapat dilihat pada kisah hidup Manyamei Tunggal Garing Janjahunan
Laut dan Kameluh Putak Bulau Janjulen Karangan yang melakukan
upacara perkawinan adat setelah Kameluh mengalami keguguran

terus-menerus.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan saat ini maka dapat
disimpulkan bahwa jawaban dari rumusan masalah yang ada adalah:

1. Pembayaran kati ramu merupakan suatu konsekuensi yang harus
dipenuhi sebagai akibat hukum dari adanya perjanjian perkawinan adat
Dayak Ngaju yang telah dibuat sebelumnya. Dalam penerapannya,
sebelum melakukan pembayaran, penyelesaian dari perkara tersebut
dapat dilakukan secara musyawarah kekelurgaan yang kemudian jika
dirasa perlu maka dapat dilanjutkan pada matir adat dan lembaga
kedamangan. Apabila setelah jatuh putusan kedamangan pihak yang
bersalah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar denda
cerai adat, maka perkara tersebut akan diserahkan kepada kepolisian
agar dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya sebagai pelanggaran
dari suatu perjanjian. Serta sanksi lainnya pihak kedamangan akan
memberikan surat edaran kepada seluruh kedamangan yang ada di
Kalimantan untuk tidak memberikan pelayanan yang berkaitan dengan
adat kepada pihak yang bersangkutan.

2. Dilihat dari sudut pandang ‘urf, penerapan pembayaran kati ramu
dalam segi hukumnya dapat dikategorikan pada ‘urf sahih ataupun ‘urf
fasid dilihat dari aspek manfaat dan tujuan adanya perjanjian

perkawinan tersebut, kemudian apabila dilihat dari segi sifatnya, maka

59
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pembayaran kati ramu ini dikategorikan dalam ‘urf ‘amali. Dan
apabila dilihat dari ruang lingkupnya, maka pembayaran kati ramu
dikategorikan dalam ‘urf khas.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran
untuk beberapa hal, seperti:

1. Pemerintah dapat bekerja sama dengan tokoh-tokoh adat dalam
meningkatkan kepedulian pelestarian budaya masyarakat untuk
menjaga kearifan lokal budaya.

2. Bagi Kedamangan Tewah agar selalu mensosialisasikan tentang
budaya adat kepada masyarakat adat dari perkawinan adat Dayak asli
ataupun persilangan, agar budaya adat Dayak selalu terjaga.

3. Bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah khusus pada
Kecamatan Tewah, Kelurahan Tewah, Kabupaten Gunung Mas untuk
senantiasa berkontribusi dalam melestarikan budaya adat yang
diwariskn oleh nenek moyang dengan tidak melupakannya atau
mengabaikannya. Serta bagi masyarakat muslim dapat pula
melakukannya dengan memperhatikan hal-hal yang tidak bertentangan
dengan ajaran Islam.

4. Bagi mahasiswa untuk tetap aktif melakukan penelitian dalam
mengembangkan ilmu tentang budaya yang ada di Indonesia salah

satunya yang ada di Suku Dayak Ngaju.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman dan Jawaban Wawancara
a. Pedoman Wawancara Kepada Kepala Damang

1) Bagaimana mekanisme pembayaran kati ramu pada masyarakat
muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah,
Kabupaten Gunung Mas?

2) Ketentuan terkait pembayaran 1 kati ramu yang dikonversi
menjadi sama dengan Rp. 100.000,- merupakan penetapan dari
kedamangan ataukah kesepakatan dari kedua belah pihak yang
bersangkutan (pasangan suami istri)?

3) Bagaimana penyelesaian jika suatu saat dalam perkawinan
tersebut terjadi pelanggaran diluar perjanjian perkawinan adat
yang telah disepakati kedua belah pihak?

4) Bagaimana jika terjadi gagal pemenuhan sanksi pembayaran kati
ramu sebagai konsekuensi perceraian perkawinan adat tersebut?

b. Pedoman Wawancara Kepada Pasangan

1) Sebelum anda melakukan perkawinan secara adat Dayak apakah
anda mengetahui tentang adanya perjanjian perkawinan pada adat
Dayak?

2) Menurut anda seberapa pentingkah perjanjian perkawinan adat ini
harus dilakukan?

3) Apa tujuan anda dan pasangan anda melakukan perjanjian

perkawinan adat ini?
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4) Bagaimana jika suatu saat terjadi pelanggaran diluar perjanjian

perkawinan adat yang telah kalian sepakati?

c. Jawaban Wawancara Dengan Kepala Damang

Pertanyaan

Jawaban

Bagaimana mekanisme pembayaran
kati ramu pada masyarakat muslim
Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah,
Kecamatan Tewah, Kabupaten
Gunung Mas?

Pak Evin:

“Untuk pembayaran kati ramu saat
ini masyarakat mengikuti aturan
adat, sebagaimana yang tertuang di
dalam 96 pasal Hukum Adat
Tumbang Anoi. Jadi, jika mereka
melanggar aturan, mereka wajib

tunduk dalam aturan ini dan
membayar denda”
Ketentuan terkait pembayaran 1 | Pak Evin:
kati ramu yang dikonversi menjadi
sama dengan Rp. 100.000,- | “Kesepakatan  dari  perjanjian
merupakan penetapan dari | Tumbang  Anoi yang telah
kedamangan ataukah kesepakatan | disepakati oleh seluruh damang
dari kedua belah pihak yang | maupun tokoh-tokoh adat Suku
bersangkutan  (pasangan suami | Dayak yang ada di Indonesia yang
istri)? tertuang dalam perjanjian 96 pasal

Hukum Adat Tumbang Anoi”

“Dahulu kati ramu dikenal dengan
sebutan jipen. Dan satu jipen sama
dengan Rp. 450.000 . Karena nilai
ini dianggap memberatkan maka
sekarang diubah menjadi kati ramu
dan satu kati ramu sama dengan
Rp. 100.000 dan ketetapan ini tidak
dapat dirubah™

Bagaimana penyelesaian jika suatu
saat dalam perkawinan tersebut
terjadi pelanggaran diluar
perjanjian perkawinan adat yang
telah disepakati kedua belah pihak?

Pak Evin:

“Di dalam surat perjanjian sudah
disebutkan  terkait  perjanjian
pelanggaran yang telah disepakati.
Sebagai contoh surat perjanjian
yang saya pegang saat ini, di dalam
nomor 4 BAB Il pada nomor urut
empat, apabila dikemudian hari
terjadi perceraian, maka a) terjadi
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KDRT yang menyebabkan pihak
lain merasa dirugikan atas tindakan
tersebut maka akan dikenakan
sanksi adat dan hukum pidana yang
berlaku saat ini. Untuk singer adat
akan dikenakan denda contohnya
Rp. 15.000.000 dan ini disesuaikan
dengan kesepakatan kedua belah
pihak”

“Selanjutnya untuk yang tidak
disebutkan dalam surat perjanjian
itu ada di poin e nomor 4 BAB Ill,
maka penyelesaiannya bisa
dilakukan secara kekeluargaan, jika
tidak dapat diselesaikan dengan
cara tersebut maka akan diserahkan
melalui  lembaga adat yang
berwenang untuk menanganinya”

Bagaimana jika terjadi gagal
pemenuhan sanksi pembayaran kati
ramu sebagai konsekuensi
perceraian perkawinan adat
tersebut?

Pak Evin:

“Jika ia tidak bisa membayar maka
akan diproses secara hukum lewat
lembaga kepolisian dan selanjutnya
kami akan membuat surat edaran
untuk kedamangan tempat ia tinggal
saat ini untuk tidak menerima
layanan apapun yang berkaitan
dengan adat”

d. Jawaban Wawancara Dengan Pasangan

1) Pasangan pertama

a) Suami

Pertanyaan

Jawaban

Sebelum anda melakukan
perkawinan secara adat Dayak
apakah anda mengetahui tentang
adanya perjanjian perkawinan pada
adat Dayak?

Pebrianto:

“Sebelum melakukan perkawinan,
saya sudah mengetahui tentang
adanya perjanjian perkawinan
tersebut. Tentu saja pengetahuan
saya itu disebabkan karena faktor
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lingkungan keluarga saya yang
sangat menjunjung tinggi adat
istiadat suku ini, salah satunya
mengenai bagaimana  proses
persiapan untuk melangsungkan
pernikahan termasuk perjanjian
perkawinan yang disepakati
sebelum atau sesudah akad nikah. ”

Menurut anda seberapa pentingkah
perjanjian perkawinan adat ini
harus dilakukan?

Pebrianto:

“Menurut saya, perjanjian
perkawinan adat ini sangat penting
untuk  dilakukan  karena isi
perjanjian  perkawinan tersebut
dapat dijadikan sebagai alat untuk
mengontrol diri dalam menjalani
kehidupan berumah tangga. Pada
perjanjian tersebut sudah tertuang
semua hal yang diharapkan mampu
menciptakan kehidupan berkeluarga
yang rukun, tertuang harapan dari
pihak pertama ataupun pihak
kedua, serta konsekuensi apa saja
yang akan diterima jika salah satu
pihak tidak menjalankan
kesepakatan yang telah ditetapkan.”

Apa tujuan anda dan pasangan anda
melakukan perjanjian perkawinan
adat ini?

Pebrianto

“Twjuan ~ umum dilakukannya
perjanjian  perkawinan tersebut
adalah untuk membentuk sebuah
keluarga yang harmonis yang
terhindar dari  godaan-godaan
pihak ketiga. Harapan saya, semoga
pasangan saya senantiasa berada di
jalan yang benar, selalu setia
menemani pasangan serta anak-
anak, dan tidak ada kata perceraian
dalam cerita rumah tangga kami. ”

Bagaimana jika suatu saat terjadi
pelanggaran  diluar  perjanjian
perkawinan adat yang telah kalian
sepakati?
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b) Istri
Pertanyaan Jawaban
Sebelum anda melakukan | Siti Juleha:
perkawinan secara adat Dayak

apakah anda mengetahui tentang
adanya perjanjian perkawinan pada
adat Dayak?

“Sebagai masyarakat suku Dayak
tentu saja saya mengetahui akan
perjanjian perkawinan. Perjanjian
perkawinan ini sudah menjadi
sesuatu  yang  umum  untuk
masyarakat suka Dayak karena
sudah bersifat mengikat dan selalu
dilakukan oleh orang-orang suku
Dayak.”

Menurut anda seberapa pentingkah
perjanjian perkawinan adat ini
harus dilakukan?

Siti Juleha:

“Perjanjian perkawinan pada adat
Dayak penting untuk dilakukan
karena perjanjian tersebut
merupakan salah satu warisan yang
turun-temurun  dilakukan  oleh
orang-orang suku ini dan bagi saya
perjanjian perkawinan ini bersifat
positif karena didalamnya mengatur
tentang keinginan pasangan suami-
istri, tentang hak dan kewajiban
suami-istri, kedudukan  anak,
tentang harta benda, serta sanksi
yang akan didapatkan jika tidak
menjalankan hal-hal yang telah
disepakati. Semua itu dilakukan
agar pasangan suami istri tidak
menyepelekan ikatan pernikahan.”

Apa tujuan anda dan pasangan anda
melakukan perjanjian perkawinan
adat ini?

Siti Juleha;

“Pernikahan  merupakan ikatan
yang sakral antara pasangan
suami-istri. Dengan adanya

perjanjian ini diharapkan mampu
lebih  menguatkan lagi benteng
pertahanan rumah tangga agar
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tetap kokoh meskipun ujian datang.
Selain itu, harapan saya untuk
rumah tangga kami, semoga janji
yang terucap dan tertulis ini hanya
untuk satu orang saja dan semoga
janji itu selalu diingat dan mampu
untuk dipertanggung jawabkan.”

Bagaimana jika suatu saat terjadi
pelanggaran  diluar  perjanjian
perkawinan adat yang telah kalian
sepakati?

“Untuk  pertanyaan  ini, saya
menjawabnya dalam posisi sebagai
korban artinya pihak lain yang
melanggar perjanjian. Kedua belah

pihak telah Dberjanji dan isi
perjanjian itu sudah dibuat dalam
bentuk dokumen yang
ditandatangani  oleh  pasangan

suami-istri dan dilihat oleh orang
tua/wali serta saksi-saksi kedua
belah pihak. Maka dari itu, jika
perjanjian  perkawinan tersebut
sudah disahkan maka kedua belah
pihak harus siap dan bertanggung
jawab terhadap janji yang telah
dibuat. Hal itu juga berlaku jika
terjadi pelanggaran, maka saya
akan melakukan apapun sesuai
yang tercantum dalam surat
perjanjian yang telah disepakati

dari awal pernikahan sehingga
pihak yang bersalah  harus
menerima sanksi atas pelanggaran
yvang telah diperbuat.”
2) Pasangan Kedua
a) Suami
Pertanyaan Jawaban

Sebelum anda melakukan | Riduan:

perkawinan secara adat Dayak

apakah anda mengetahui tentang | “Ya, saya sudah tahu tentang

adanya perjanjian perkawinan pada | perjanjian itu. Untuk melaksanakan

adat Dayak? sebuah  pernikahan, perjanjian

perkawinan itu tidak lepas dari
bagian dalam proses persiapan
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pernikahan. perjanjian tersebut
sudah bisa dikatakan sebagai salah
satu identitas dari suku kami karena
tahapan itu sudah melekat sebagai
adat yang terus dilakukan oleh
masyarakat suku kami.”

Menurut anda seberapa pentingkah
perjanjian perkawinan adat ini
harus dilakukan?

Riduan:

“Dengan melihat berbagai berita
perceraian akibat perselingkuhan,
saya rasa perjanjian perkawinan
sangatlah penting untuk dilakukan
karena dengan adanya perjanjian
tersebut berarti telah ada jaminan
untuk  melindungi  hak  dan
kewajiban pasangan suami-istri
serta anak. Perjanjian perkawinan
juga berperan sebagai pedoman
untuk pasangan suami-istri agar
kelak tidak melakukan hal-hal yang
dapat menodai ikatan pernikahan
yang suci.”

Apa tujuan anda dan pasangan anda
melakukan perjanjian perkawinan
adat ini?

Riduan:

“Tujuan kami melakukan perjanjian
perkawinan tersebut yaitu kami
berharap agar ikatan perkawinan
antara kami berdua selalu kuat
dalam menghadapi rintangan dan
tetap utuh hingga maut
memisahkan. Saya juga berharap
agar rumah tangga kami selalu
diwarnai dengan cinta, saling
membantu dalam membina
keluarga, dan pasangan yang selalu
jujur dalam keadaan apapun. ”

Bagaimana jika suatu saat terjadi
pelanggaran  diluar  perjanjian
perkawinan adat yang telah kalian
sepakati?

Riduan:

“Jika suatu saat salah satunya
melakukan hal-hal yang tidak sesuai
dengan perjanjian  perkawinan
maka harus ditindak  sesuai
kesepakatan yang ada pada
perjanjian tersebut. Untuk
menyelesaikan masalahnya,
tahapan pertama hanya dilakukan
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secara kekeluargaan. Jika tidak bisa
maka, dewan adat yang berperan
untuk menyelesaikan permasalahan
ini dan apabila tetap terjadi
perceraian maka pihak yang
melanggar akan dikenakan sanksi
adat seperti membayar ganti rugi ke
pihak yang tidak bersalah.”

b) Istri
Pertanyaan Jawaban
Sebelum anda melakukan | Rusmayana:
perkawinan secara adat Dayak

apakah anda mengetahui tentang
adanya perjanjian perkawinan pada
adat Dayak?

“Mungkin semua orang suku kami
termasuk saya sudah pernah
mendengar atau mengetahui tentang
perjanjian pernikahan karena itu
adalah serangkaian aturan yang
harus dipenuhi jika ingin menikah
sehingga saya mengikuti alur-alur

sesuai adat-istiadat suku kami.
Namun, untuk pemahaman yang
lebih dalam tentang perjanjian

pernikahan itu, saya rasa secara
pribadi  saya  masih  butuh
penjelasan-penjelasan secara
khusus dari orang-orang yang lebih
paham akan hal ini.”

Menurut anda seberapa pentingkah
perjanjian perkawinan adat ini
harus dilakukan?

Rusmayana:

“Sebenarnya pelaksanaan
perjanjian pernikahan ini memiliki
maksud dan tujuan yang baik.
Menurut saya, selama hal mengarah
pada kebaikan maka hal tersebut
penting untuk dilakukan. Perjanjian
perkawinan ini bisa dijadikan
sebagai pengingat di kemudian hari
atau dengan kata lain kedua belah
pihak berpikir dua kali untuk
melakukan sesuatu yang tidak baik
yang dapat mengganggu
ketentraman rumah tangga. Selain
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itu, dengan adanya perjanjian
perkawinan tersebut juga
menunjukkan bahwa kita telah
memenuhi  hukum adat yang
berlaku. ”

Apa tujuan anda dan pasangan anda | Rusmayana:

melakukan perjanjian perkawinan
adat ini?

“Salah satu tujuan dilakukannya
perjanjian perkawinan ini adalah
untuk membangun harapan-harapan
indah dalam perjalanan kehidupan
berkeluarga. Semoga pasangan
saya selalu memelihara janjinya
untuk mencintai pasangannya serta
keluarga kecilnya, selalu
bertanggung jawab akan
kewajibannya, dan tidak pernah
meninggalkan satu sama lain dalam
keadaan suka maupun duka.”

Bagaimana jika suatu saat terjadi
pelanggaran  diluar  perjanjian
perkawinan adat yang telah kalian
sepakati?

Rusmayana:

“Sesuai isi perjanjian perkawinan
yang telah disepakati, apabila ada
salah satu pihak yang melanggar
perjanjian itu maka pihak tersebut
harus siap menjalankan sanksi-
sanksi ~ sebagai  akibat  dari
perbuatannya. Namun, diharapkan
jika suatu saat salah satu pihak
melanggar perjanjian, kami akan
berusaha mencari jalan keluar
secara  kekeluargaan  sebelum
melimpahkannya ke lembaga atau
dewan adat untuk menyelesaikan
dan menetapkan keputusan
mengenai masalah pelanggaran
perjanjian tersebut.”
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2. Lampiran Foto Wawancara

ul LTE %)
[ .
<7 “ Riduan (Wawancara... x %

-akhir dilihat hari ini pukul 12.34

Assalamu'alaikum wr.wb

Terima kasih sudah berkenan untuk
menjadi informan dalam penelitian tugas
akhir saya saat ini. Sebelum memulai
pada pertanyaan yang ingin saya
tanyakan, silahkan isi data dibawah ini:
Nama :

Usia :

- Apakah anda bersedia jika nama anda
dicantumkan dalam penelitian ini? Ya/
Tidak

- Untuk pertanyaan dibawah ini mohon
untuk dijawab melalui pesan suara

1. Sebelum anda melakukan perkawinan
ini apakah anda mengetahui tentang
adanya perjanjian perkawinan pada adat
dayak? (Hanya mengikuti alur pada adat
atau sudah mengetahui tentang
perjanjian perkawinan adat tsb)

2. Menurut anda seberapa pentingkah
perjanjian perkawinan adat ini harus
dilakukan?

3. Apa tujuan anda dan pasangan anda
melakukan perjanjian perkawinan adat
ini?

4. Bagaimana jika suatu saat terjadi
pelanggaran diluar perjanjian perkawi
adat yang telah kalian sepakati?

+ 0 @9
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‘” Riduan (Wawancara... x %

atau sudah mengetahUI tentang
perjanjian perkawinan adat tsb)

2. Menurut anda seberapa pentingkah
perjanjian perkawinan adat ini harus
dilakukan?

3. Apa tujuan anda dan pasangan anda
melakukan perjanjian perkawinan adat
ini?

4. Bagaimana jika suatu saat terjadi
pelanggaran diluar perjanjian perkawinan
adat yang telah kalian sepakati?

Terima kasih atas waktu yang telah

diluangkan o' 09.48 &/

Min, 23 Apr
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Assalamu'alaikum wrwb

Terima kasih sudah berkenan untuk
menjadi informan dalam penelitian tugas
akhir saya saat ini. Sebelum memulai
pada pertanyaan yang ingin saya
tanyakan, silahkan isi data dibawah ini:
Nama :

Usia :

- Apakah anda bersedia jika nama anda
dicantumkan dalam penelitian ini? Ya/
Tidak

- Untuk pertanyaan dibawah ini mohon
untuk dijawab melalui pesan suara

1. Sebelum anda melakukan perkawinan
ini apakah anda mengetahui tentang
adanya perjanjian perkawinan pada adat
dayak? (Hanya mengikuti alur pada adat
atau sudah mengetahui tentang
perjanjian perkawinan adat tsb)

2. Menurut anda seberapa pentingkah
perjanjian perkawinan adat ini harus
dilakukan?

3. Apa tujuan anda dan pasangan anda
melakukan perjanjian perkawinan adat
ini?

4. Bagaimana jika suatu saat terjadi
pelanggaran diluar perjanjian perkawi @
adat yang telah kalian sepakati?

@ © 9
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atau sudah mengetahui tentang
perjanjian perkawinan adat tsb)

2. Menurut anda seberapa pentingkah
perjanjian perkawinan adat ini harus
dilakukan?

3. Apa tujuan anda dan pasangan anda
melakukan perjanjian perkawinan adat
ini?

4. Bagaimana jika suatu saat terjadi
pelanggaran diluar perjanjian perkawinan
adat yang telah kalian sepakati?

Terima kasih atas waktu yang telah
diluangkan ., e

Sel, 18 Apr
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Assalamu'alaikum wr.wb

Terima kasih sudah berkenan untuk
menjadi informan dalam penelitian tugas
akhir saya saat ini. Sebelum memulai
pada pertanyaan yang ingin saya
tanyakan, silahkan isi data dibawah ini:
Nama :

Usia :

- Apakah anda bersedia jika nama anda
dicantumkan dalam penelitian ini? Ya/
Tidak

- Untuk pertanyaan dibawah ini mohon
untuk dijawab melalui pesan suara

1. Sebelum anda melakukan perkawinan
ini apakah anda mengetahui tentang
adanya perjanjian perkawinan pada adat
dayak? (Hanya mengikuti alur pada adat
atau sudah mengetahui tentang
perjanjian perkawinan adat tsb)

2. Menurut anda seberapa pentingkah
perjanjian perkawinan adat ini harus
dilakukan?

3. Apa tujuan anda dan pasangan anda
melakukan perjanjian perkawinan adat
ini?

4. Bagaimana jika suatu saat terjadi
pelanggaran diluar perjanjian perkawi @
adat yang telah kalian sepakati?

@ © 3§
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2. Menurut anda seberapa pentingkah
perjanjian perkawinan adat ini harus
dilakukan?

3. Apa tujuan anda dan pasangan anda
melakukan perjanjian perkawinan adat
ini?

4. Bagaimana jika suatu saat terjadi
pelanggaran diluar perjanjian perkawinan
adat yang telah kalian sepakati?

Terima kasih atas waktu yang telah
diluangkan o611

V4

Nama : Siti Juleha
Usia : 18 thn
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Assalamu’alaikum wrwb

Terima kasih sudah berkenan untuk
menjadi informan dalam penelitian tugas
akhir saya saat ini. Sebelum memulai
pada pertanyaan yang ingin saya
tanyakan, silahkan isi data dibawah ini:
Nama :

Usia :

- Apakah anda bersedia jika nama anda
dicantumkan dalam penelitian ini? Ya/
Tidak

- Untuk pertanyaan dibawah ini mohon
untuk dijawab melalui pesan suara

1. Sebelum anda melakukan perkawinan
ini apakah anda mengetahui tentang
adanya perjanjian perkawinan pada adat
dayak? (Hanya mengikuti alur pada adat
atau sudah mengetahui tentang
perjanjian perkawinan adat tsb)

2. Menurut anda seberapa pentingkah
perjanjian perkawinan adat ini harus
dilakukan?

3. Apa tujuan anda dan pasangan anda
melakukan perjanjian perkawinan adat
ini?

4. Bagaimana jika suatu saat terjadi
pelanggaran diluar perjanjian perkawi
adat yang telah kalian sepakati?

@ © 9




£ 67 3

> o

> o

0:27

0:30

0:26

ul LTE % )

Pebriyanto (Wawanc... (X [\
perjanjian perkawinan aaat imni narus
dilakukan?

3. Apa tujuan anda dan pasangan anda
melakukan perjanjian perkawinan adat

ini?

4. Bagaimana jika suatu saat terjadi
pelanggaran diluar perjanjian perkawinan
adat yang telah kalian sepakati?

Terima kasih atas waktu yang telah
diluangkan _ |, 0843

Sen, 24 Apr
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